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SAMBUTAN KEPALA
BADAN KEAHLIAN DPRRI

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku "Anotasi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah, Kompilasi dengan Undang-Undang
Perubahan dan Peraturan Pelaksana" ini dapat terselesaikan
dengan baik. ‘

Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung
(supporting system) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, {‘
sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis !
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan = & \‘ ' -
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian
diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh
lima Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam
pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-
undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan Pelaksanan Undang-Undang telah
menyusun anotasi perubahan pasal/ayat dalam Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, yang merupakan produk legislasi dari bidang Komisi XI yang telah mengalami 5
(lima) kali perubahan, penghapusan, maupun penambahan norma melalui
pengundangan: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta berikut
informasi terkait sudah dilaksanakan atau belum amanat pembentukan peraturan
pelaksananya oleh Pemerintah.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, khususnya
bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, kami sampaikan
terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, September 2022
Kepala Badan Keahlian,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007
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KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat
Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi,
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi
rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam
melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan
yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan
peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan
Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan
keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan
tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan-peraturan pelaksana yang
diamanatkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, (UU Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) menjadi dasar pengaturan pengenaan
pajak penghasilan sebagai sumber penerimaan negara untuk melaksanakan
pembangunan nasional. UU Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah telah 5 (lima) kali diubah sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(UU HPP). Dengan adanya banyak perubahan pengaturan sistem pajak pertambahan nilai
barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah ini diharapkan dapat mencapai
reformasi perpajakan yang mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan
akuntabel. Adapun dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta
seluruh perubahannya, peraturan pelaksana undang-undang, dan putusan Mahkamah
Konstitusi yang menyatakan sebagian materi muatan UU Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta dengan pertimbangan
hukum dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memudahkan dalam membaca
materi muatan UU Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah dalam satu naskah komprehensif dan memberikan masukan untuk
pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya,
serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP.196310011988032001
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DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

KONSOLIDASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

BARANG MEWAH

SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1994
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS

No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan
1. Pasal 1 huruf m Peraturan Menteri Keuangan | Meskipun  ketentuan
Nomor 197/PMK.03/2013 | Pasal 1 huruf m UU
Pengusaha Kena Pajak | tentang Perubahan atas Peraturan | 8/1983 telah diubah
adalah Pengusaha | Menteri Keuangan Nomor | dengan UU 42/2009
sebagaimana dimaksud | 68/PMK.03/2010 tentang Batasan | dalam Pasal 1 angka 15
pada huruf k yang | Pengusaha Kecil Pajak | UU  42/2009 yang
dikenakan pajak | Pertambahan Nilai. menyatakan bahwa:
berdasarkan undang- “Pengusaha Kena Pajak
undang ini. adalah pengusaha yang
Tidak termasuk dalam melakukan penyerahan
pengertian  Pengusaha Barang Kena Pajak
Kena  Pajak  adalah dan/atau  penyerahan
pengusaha kecil yang Jasa Kena Pajak yang
batasan dan ukurannya dikenai pajak
ditetapkan lebih lanjut berdasarkan  Undang-
oleh Menteri Undang ini”,
Keuangan; Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
197/PMK.03/2013
tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
68/PMK.03/2010
tentang Batasan
Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai
tetap berlaku.
2. Pasal 3A ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 60/PMK.03/2022 tentang
Orang  pribadi  atau | Tata Cara Penghitungan,
badan yang | Pemungutan, Penyetoran, dan
memanfaatkan Barang | Pelaporan Pajak Pertambahan
Kena Pajak Tidak | Nilai atas Pemanfaatan Barang
Berwujud  dari luar | Kena Pajak Tidak Berwujud
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Daerah Pabean
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf d dan/atau yang

memanfaatkan Jasa
Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean

sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf e wajib memungut,

menyetor, dan
melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai yang
terutang yang

penghitungan dan tata
caranya diatur dengan

dan/atau Jasa Kena Pajak Dari
Luar Daerah Pabean.

Peraturan Menteri
Keuangan.
3. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 32/PMK.010/2019
Ketentuan mengenai | tentang Batasan Kegiatan dan

batasan kegiatan dan
jenis Jasa Kena Pajak

yang atas ekspornya
dikenai Pajak
Pertambahan Nilai

sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h

Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas
Ekspornya
Pertambahan Nilai.

Dikenai Pajak

diatur dengan
Peraturan Menteri
Keuangan.

4, Pasal 4A UU | - Peraturan Pemerintah Nomor 1 | Pasal 4A tidak
Harmonisasi Perpajakan Tahun 2012 Tentang | mengamanatkan

Pelaksanaan = Undang-Undang | peraturan  pelaksana

Mengatur mengenai Nomor 8 Tahun 1983 Tentang | namun dengan
jenis barang yang tidak Pajak Pertambahan Nilai Barang | diundangkannya uu
dikenai Pajak Dan Jasa Dan Pajak Penjualan | 7/2021 tentang
Pertambahan Nilai, dan Atas Barang Mewah | Harmonisasi
jenis jasa yang tidak Sebagaimana Telah Beberapa | Perpajakan maka
dikenai Pajak Kali Diubah Terakhir Dengan | ketentuan Pasal 4A ini
Pertambahan Nilai. Undang-Undang Nomor 42 | dilaksanakan dengan

Tahun 2009 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah Diubah
oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perlakuan Perpajakan Untuk

Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2021

tentang Perlakuan
Perpajakan Untuk
Mendukung

Kemudahan Berusaha
jo. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
70/PMK.03/2022

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161839/pp-no-9-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161839/pp-no-9-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161839/pp-no-9-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161839/pp-no-9-tahun-2021

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III

Mendukung Kemudahan
Berusaha.

- Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 70/PMK.03/2022
Tentang Kriteria Dan/Atau
Rincian Makanan Dan Minuman,

Jasa Kesenian Dan Hiburan, Jasa

Tentang Kriteria
Dan/Atau Rincian
Makanan Dan
Minuman, Jasa
Kesenian Dan Hiburan,
Jasa Perhotelan, Jasa
Penyediaan Tempat

Perhotelan, Jasa Penyediaan | Parkir, Serta Jasa Boga
Tempat Parkir, Serta Jasa Boga | Atau Katering, Yang
Atau Katering, Yang Tidak | Tidak Dikenai Pajak
Dikenai Pajak Pertambahan | Pertambahan Nilai.
Nilai.

5. Pasal 5A ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan

Ketentuan mengenai tata
cara pengurangan Pajak
Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan
pengurangan Pajak
Pertambahan Nilai

sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan

Menteri Keuangan.

Nomor 65/PMK.03/2010 tentang
Tata Cara Pengurangan Pajak
Pertambahan Nilai Atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah
Atas Barang Kena Pajak yang
Dikembalikan dan Pajak
Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena
Pajak yang Dibatalkan.

6. Pasal 7 ayat (3) UU
Harmonisasi Perpajakan

Tarif Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dapat diubah menjadi
paling rendah 5% (lima
persen) dan paling tinggi
15% (lima belas persen)

Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah
Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah Terakhir Dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009
Tentang Perubahan Ketiga
Undang- Undang Nomor 8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah
Diubah oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021
tentang Perlakuan Perpajakan
Untuk Mendukung Kemudahan
Berusaha.

Pasal 7 ayat (3) tidak
mengamanatkan
peraturan  pelaksana
namun dengan
diundangkannya uu
7/2021 tentang
Harmonisasi
Perpajakan maka
ketentuan Pasal 7 ayat
(3) ini dilaksanakan
dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 9
Tahun 2021 tentang
Perlakuan Perpajakan
Untuk Mendukung
Kemudahan Berusaha.
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7. Pasal 8 ayat (3)

Ketentuan mengenai
kelompok Barang Kena
Pajak yang tergolong

mewah yang dikenai
Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dengan

tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah Nomor

73 Tahun 2019 Tentang Barang
Kena Pajak Yang Tergolong
Mewah Berupa Kendaraan
Bermotor Yang Dikenai Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.
Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun
2019 Tentang Barang Kena
Pajak Yang Tergolong Mewah
Berupa Kendaraan Bermotor
Yang Dikenai Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah.

Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2020 Tentang Barang
Kena Pajak Yang Tergolong
Mewah  Selain = Kendaraan
Bermotor Yang Dikenai Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.

8. Pasal 8 ayat (4)

Ketentuan mengenai
jenis  barang  yang
dikenai Pajak Penjualan
atas Barang Mewah
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur

dengan atau
berdasarkan
Peraturan Menteri
Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 64/PMK.011/2014
tentang Jenis Kendaraan

Bermotor yang Dikenai Pajak
Penjualan atas Barang Mewah
dan Tata Cara Pemberian
Pembebasan Dari Pengenaan
Pajak Penjualan atas Barang
Mewabh.

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 33/PMK.010/2017
tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 64/PMK.011/2014
Tentang Jenis Kendaraan

Bermotor Yang Dikenai Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah
Dan Tata Cara Pemberian
Pembebasan Dari Pengenaan
Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 96/PMK.03/2021
tentang Penetapan Jenis Barang
Kena Pajak Selain Kendaraan
Bermotor Yang Dikenai Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah
Dan Tata Cara Pengecualian
Pengenaan Pajak Penjualan Atas
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Barang Mewabh.

- Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 5/PMK.010/2022
Tentang Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah Atas Penyerahan
Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah  Berupa
Kendaraan Bermotor Tertentu
Yang Ditanggung Pemerintah

Tahun Anggaran 2022.
9. Pasal 9 ayat (4) UU Cipta | Peraturan Menteri Keuangan | Pasal tidak
Kerja Nomor 39/PMK.03/2018 | mengamanatkan
sebagaimana telah diubah | peraturan  pelaksana
Apabila dalam suatu | terakhir dengan Peraturan | namun dengan
Masa Pajak, Pajak | Menteri Keuangan No. | berlakunya UU Cipta
Masukan yang dapat | 209/PMK.03/2021 tentang | Kerja maka ketentuan
dikreditkan lebih besar | Perubahan Kedua atas Peraturan | Pasal 9 ayat (4) ini
daripada Pajak | Menteri Keuangan Nomor | dilaksanakan  dengan
Keluaran, selisihnya | 39/PMK.03/2018 tentang Tata | Peraturan Menteri
merupakan kelebihan | Cara Pengembalian Pendahuluan | Keuangan Nomor
pajak yang | Kelebihan Pembayaran Pajak. 39/PMK.03/2018
dikompensasikan ke sebagaimana telah
Masa Pajak berikutnya. diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri
Keuangan No.
209/PMK.03/2021
tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan
Nomor
39/PMK.03/2018
tentang Tata  Cara
Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak.
10. | Pasal 9 ayat (6) UU | Peraturan Menteri Keuangan | Pasal tidak
Harmonisasi Perpajakan | Nomor 135/PMK.011/2014 | mengamanatkan
tentang Perubahan Atas Peraturan | peraturan  pelaksana
Apabila  dalam  suatu | Menteri Keuangan Nomor | namun dengan
Masa Pajak Pengusaha | 78/PMK.03/2010 tentang | berlakunya UU 7/2021
Kena Pajak melakukan: Pedoman Peghitungan | tentang  Harmonisasi
a. penyerahan yang | Pengkreditan Pajak Masukan Bagi | Perpajakan maka
terutang pajak dan | Pengusaha Kena Pajak yang | ketentuan Pasal 9 ayat
Pajak Masukan yang | Melakukan  Penyerahan yang | (6) ini dilaksanakan
berkenaan dengan | Terutang Pajak dan Penyerahan | dengan Peraturan
penyerahannya dapat | yang Tidak Terutang Pajak. Menteri Keuangan
dikreditkan; dan Nomor
b. penyerahan yang 135/PMK.011/2014

terutang pajak dan

tentang Perubahan Atas
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Pajak Masukan yang
berkenaan dengan
penyerahannya tidak
dapat dikreditkan
dan/atau penyerahan
yang tidak terutang
pajak,
sedangkan Pajak
Masukan sehubungan
dengan penyerahan yang
terutang pajak
sebagaimana dimaksud

Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
78/PMK.03/2010
tentang Pedoman
Peghitungan
Pengkreditan Pajak
Masukan Bagi
Pengusaha Kena Pajak
yang Melakukan
Penyerahan yang

Terutang Pajak dan
Penyerahan yang Tidak

dalam huruf a tidak Terutang Pajak.
dapat diketahui dengan
pasti,  jumlah  Pajak
Masukan yang dapat
dikreditkan dihitung
dengan  menggunakan
pedoman pengkreditan
Pajak Masukan.
11. | Pasal 11 Peraturan Keuangan | Pasal tidak
Nomor 173/PMK.03/2021 | mengamanatkan
(1) Terutangnya pajak | tentang Tata Cara Pembayaran, | peraturan  pelaksana
terjadi pada saat: Pelunasan, dan | namun dengan
a. penyerahan Pengadministrasian Pajak | berlakunya UU 7/2021
Barang Kena | Pertambahan Nilai atau Pajak | tentang  Harmonisasi
Pajak; Pertambahan Nilai dan Pajak | Perpajakan maka
b. impor Barang | Penjualan atas Barang Mewah | ketentuan Pasal 11 ini
Kena Pajak; atas Penyerahan Barang Kena | dilaksanakan dengan
c. penyerahan Jasa | Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak | Peraturan Menteri
Kena Pajak; dari Kawasan | Keuangan Nomor
d. pemanfaatan Perdagangan dan | 173/PMK.03/2021
Barang Kena | Pelabuhan Bebas. tentang Tata Cara
Pajak Tidak Pembayaran,
Berwujud dari luar Pelunasan, dan
Daerah Pabean; Pengadministrasian

e. pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari

luar Daerah
Pabean;

f- ekspor Barang
Kena Pajak
Berwujud;

g- ekspor Barang
Kena Pajak Tidak
Berwujud; atau

h. ekspor Jasa Kena
Pajak.

(2) Dalam hal
pembayaran diterima

Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas
Penyerahan Barang
Kena Pajak dan/ atau
Jasa Kena Pajak dari
dan/atau ke Kawasan
Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.
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sebelum penyerahan
Barang Kena Pajak

atau sebelum
penyerahan Jasa
Kena  Pajak atau
dalam hal
pembayaran
dilakukan  sebelum
dimulainya

pemanfaatan Barang
Kena Pajak Tidak
Berwujud atau Jasa
Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean, saat

terutangnya  pajak
adalah pada saat
pembayaran.

(3) Direktur Jenderal
Pajak dapat
menetapkan saat lain
sebagai saat
terutangnya  pajak
dalam hal  saat
terutangnya  pajak
sukar ditetapkan
atau terjadi
perubahan ketentuan
yang dapat
menimbulkan
ketidakadilan.

12.

Pasal 12 ayat (1)

Pengusaha Kena Pajak
yang melakukan
penyerahan

sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a, huruf ¢, huruf f,
huruf g, dan/atau huruf
h terutang pajak di
tempat tinggal atau
tempat kedudukan
dan/atau tempat
kegiatan usaha
dilakukan atau tempat
lain selain tempat
tinggal atau tempat
kedudukan dan/atau
tempat kegiatan usaha
dilakukan yang diatur

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-4/P]J/2010 tentang
Tempat Lain Selain tempat
Tinggal Atau Tempat Kedudukan
Dan/Atau Tempat Kegiatan Usaha
Dilakukan Sebagai Tempat
Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah.
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dengan Peraturan

Direktur Jenderal
Pajak.
13. | Pasal 13 ayat 1a ( huruf | Peraturan Menteri Keuangan
d) Nomor 238/PMK.03/2012
tentang Saat lain sebagai saat
Faktur Pajak | Pembuatan Faktur Pajak Atas
sebagaimana dimaksud | Penyerahan Barang Kena Pajak
pada ayat (1) harus | Dengan Karakteristik Tertentu.
dibuat pada:
a. ..
b. ..;
c. .. dan
d. saat lain yang diatur
dengan atau
berdasarkan
Peraturan Menteri
Keuangan.
14. | Pasal 13 ayat (5a) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 18/PMK.03/2021 tentang
Pengusaha Kena Pajak | Pelaksanaan Undang-Undang
pedagang eceran dapat | Nomor 11 Tahun 2020 tentang
membuat Faktur Pajak | Cipta Kerja di Bidang Pajak
tanpa  mencantumkan | Penghasilan, Pajak Pertambahan
keterangan mengenai | Nilai dan Pajak Penjualan atas
identitas pembeli serta | Barang Mewah, serta Ketentuan
nama dan tanda tangan | Umum dan Tata Cara Perpajakan.
penjual  dalam hal
melakukan penyerahan
Barang  Kena  Pajak
dan/atau  Jasa Kena
Pajak kepada pembeli
dengan karakteristik
konsumen akhir yang
diatur _lebih __lanjut
dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
15. | Pasal 13 ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Bea | Pasal tidak

Direktur Jenderal Pajak

dapat me
netapkan dokumen
tertentu yang
kedudukannya
dipersamakan  dengan
Faktur Pajak.

Cukai Nomor PER-13/PJ/2019 | mengamanatkan
tentang Dokumen Tertentu Yang | peraturan  pelaksana

Kedudukannya Dipersamakan | namun ketentuan Pasal
Dengan Faktur Pajak. 13 ayat (6) ini
dilaksanakan dengan
Peraturan Direktur
Jenderal Bea Cukai
Nomor PER-
13/PJ/2019 tentang
Dokumen Tertentu
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Yang  Kedudukannya
Dipersamakan Dengan
Faktur Pajak.

16. | Pasal 13 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 18/PMK.03/2021 tentang
Ketentuan lebih lanjut | Pelaksanaan Undang-Undang
mengenai  tata cara | Nomor 11 Tahun 2020 tentang
pembuatan Faktur Pajak | Cipta Kerja di Bidang Pajak
dan tata cara | Penghasilan, Pajak Pertambahan
pembetulan atau | Nilai dan Pajak Penjualan atas
penggantian Faktur | Barang Mewah, serta Ketentuan
Pajak diatur dengan | Umum dan Tata Cara Perpajakan.
atau berdasarkan
Peraturan Menteri
Keuangan
17. | Pasal 16A ayat (2) - Keputusan Menteri Keuangan

Tata cara pemungutan,

penyetoran, dan
pelaporan pajak oleh
Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai

sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), diatur
dengan Keputusan

Menteri Keuangan.

Nomor 563/KMK.03/2003
tentang Penunjukan
Bendaharawan Pemerintah Dan
Kantor Perbendaharaan Dan
Kas Negara Untuk Memungut,
Menyetor Dan  Melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Beserta Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran Dan

Pelaporannya.

- Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 59/PMK.03/2022
Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 231/PMK.03/2019
Tentang Tata Cara Pendaftaran
Dan Penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak, Pengukuhan Dan

Pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, Serta
Pemotongan Dan/Atau

Pemungutan, Penyetoran, Dan
Pelaporan Pajak Bagi Instansi

Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 67/PMK.03/2022

Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Jasa Agen
Asuransi, Jasa Pialang Asuransi,
Dan Jasa Pialang Reasuransi.
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18. | Pasal 16B ayat (1) huruf | - Peraturan Pemerintah Nomor | -
e 41 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kawasan
Pajak terutang tidak Perdagangan Bebas dan
dipungut sebagian atau Pelabuhan Bebas.
seluruhnya atau | - Peraturan Pemerintah Nomor
dibebaskan dari 70 Tahun 2021 Tentang
pengenaan pajak, baik Penyerahan Barang Kena Pajak
untuk sementara waktu Tertentu Yang Bersifat Strategis
maupun selamanya, Yang Tidak Dipungut Pajak
untuk: Pertambahan Nilai.
a ..;
b. ..;
C. .
d. ...;dan
e. pemanfaatan  Jasa
Kena Pajak tertentu
dari luar Daerah
Pabean di dalam
Daerah Pabean,
diatur dengan
Peraturan
Pemerintah.
19. | Pasal 16C - Peraturan Menteri Keuangan | -
Nomor 163/PMK.03/2012
Pajak Pertambahan Nilai tentang Batasan Dan Tata Cara
dikenakan atas kegiatan Pengenaan Pajak Pertambahan
membangun sendiri yang Nilai Atas Kegiatan Membangun
dilakukan tidak dalam Sendiri.
kegiatan usaha atau | - Peraturan Menteri Keuangan
pekerjaan oleh orang Nomor 61/PMK.03/2022
pribadi atau badan yang Tentang Pajak Pertambahan
hasilnya digunakan Nilai Atas Kegiatan Membangun
sendiri atau digunakan Sendiri.
pihak lain yang batasan
dan tata caranya diatur
dengan Keputusan
Menteri Keuangan.
20. | Pasal 16E ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan

Ketentuan mengenai tata
cara pengajuan  dan
penyelesaian permintaan
kembali Pajak
Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas
Barang Mewah
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur

Nomor 120/PMK.03/2019
tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Permintaan Kembali
Pajak Pertambahan Nilai Barang
Bawaan Orang Pribadi Pemegang
Paspor Luar Negeri.
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dengan atau
berdasarkan
Peraturan Menteri
Keuangan.
21. | Pasal 16G uu Peraturan Menteri Keuangan

Harmonisasi Perpajakan

Ketentuan lebih lanjut

mengenai:

a. nilai lain
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
84 ayat (1);

b. kriteria belum
melakukan
penyerahan  Barang
Kena Pajak dan/atau
Jasa  Kena  Pajak
dan/atau ekspor
Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena
Pajak  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal

9 ayat (2a);

c. penghitungan dan
tata cara
pengembalian
kelebihan Pajak
Masukan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
9 ayat (4c);

d. Pengusaha Kena
Pajak berisiko rendah
yang diberikan
pengembalian
pendahuluan
kelebihan pajak
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
9 ayat (4c);

e. pedoman
pengkreditan  pajak
masukan
sebagaimana

dimaksud dalam Pasal

Nomor 209/PMK.03/2021
Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 39/PMK.03/2018
Tentang Tata Cara
Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pembayaran Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 61/PMK.03/2022
Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Kegiatan Membangun
Sendiri.

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 62/PMK.03/2022
Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Liquefied
Petroleum Gas Tertentu.
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 63/PMK.03/2022
Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Hasil
Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 64/PMK.03/2022
Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Barang
Hasil Pertanian Tertentu.
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 65/PMK.03/2022
Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan

Kendaraan Bermotor Bekas.
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 66/PMK.03/2022
Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian.

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 67/PMK.03/2022
Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Jasa Agen
Asuransi, Jasa Pialang Asuransi,
Dan Jasa Pialang Reasuransi.
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9 ayat (6);

f. penentuan sektor
usaha tertentu
sebagaimana

dimaksud dalam Pasal
9 ayat (6¢);

g. pembayaran kembali

Pajak Masukan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
9 ayat (6e) huruf a;

h. pengkreditan  Pajak
Masukan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
9 ayat (9a), ayat (9b),
dan ayat (9c); dan

i. jumlah peredaran
usaha tertentu, jenis
kegiatan usaha

tertentu, jenis Barang
Kena Pajak tertentu,
jenis Jasa Kena Pajak
tertentu, dan besaran
Pajak  Pertambahan
Nilai yang dipungut

dan disetor
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
9A ayat (1),
diatur dalam
Peraturan Menteri
Keuangan.

- Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 68/PMK.03/2022
Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Dan Pajak Penghasilan
Atas Transaksi Perdagangan

Aset Kripto.
- Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 71/PMK.03/2022

Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena
Pajak Tertentu.

22.

Pasal 18 ayat (2)

Ketentuan pelaksanaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
lebih lanjut oleh
Menteri Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 178/KMK.01/1985
tentang  Peraturan Peralihan
Dalam  Rangka  Pelaksanaan

Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 Diubah
oleh Keputusan Menteri
Keuangan Nomor
571/KMK.04/1986 tentang
Perubahan Dan Tambahan

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 178/1985 tentang
Peraturan Peralihan Dalam
Rangka Pelaksanaan Undang-
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Undang Pajak Pertambahan Nilai
1984.

23. | Pasal 19

Hal-hal yang  belum
diatur dalam undang-

lanjut dengan

undang ini diatur lebih

Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah
Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah Terakhir Dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009
Tentang Perubahan Ketiga
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah
Diubah  oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021
tentang Perlakuan Perpajakan
Untuk Mendukung Kemudahan
Berusaha.
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KONSOLIDASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1994
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
(Terakhir diubah dengan‘Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

bahwa Negara Republik Indonesia adalah
negara hukum berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945  yang
menjunjung tinggi hak dan kewajiban
warga negara karena itu menempatkan
perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kewajiban kenegaraan bagi setiap warga
negara yang merupakan sarana peran
serta dalam pembiayaan negara dan

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil, makmur, dan
sejahtera berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung
tinggi hak dan kewajiban warga negara
dan  penduduk Indonesia, perlu
menempatkan perpajakan sebagai salah
satu perwujudan kewajiban kenegaraan

pembangunannasional; dalam upaya peningkatan
kesejahteraan, keadilan, dan

pembangunan sosial;
. bahwa sistem perpajakan yang merupakan |b. bahwa untuk meningkatkan
dasar pelaksanaan pemungutan pajak pertumbuhan  perekonomian  yang
negara yang selama ini berlaku tidak berkelanjutan dan mendukung

sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat
Indonesia, baik dalam segi
kegotongroyongan  nasional = maupun
dalam laju pembangunan yang telah
tercapai;

percepatan pemulihan perekonomian,
diperlukan strategi konsolidasi fiskal
yang berfokus pada perbaikan delisit
anggaran dan peningkatan rasio pajak,
yang antara lain dilakukan melalui
penerapan  kebijakan  peningkatan
kinerja penerimaan pajak, reformasi
administrasi perpajakan, peningkatan
basis perpajakan, penciptaan sistem
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perpajakan  yang  mengedepankan
prinsip keadilan dan kepastian hukum,
serta peningkatan kepatuhan sukarela
Wajib Pajak;

bahwa sistem perpajakan, khususnya yang
tertuang dalam ketentuan-ketentuan pajak
tidak langsung yang berlaku selama ini
belum dapat menggerakkan peran serta
semua lapisan pengusaha kena pajak
dalam meningkatkan pendapatan negara
yang sangat diperlukan guna mewujudkan
kelangsungan pembiayaan negara dan
kelangsungan pembangunan yang
berdasarkan pada asas-asas pembangunan
nasional;

C.

bahwa wuntuk menerapkan strategi
konsolidasi fiskal yang berfokus pada
perbaikan  defisit anggaran dan
peningkatan rasio pajak sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, diperlukan
penyesuaian kebijakan di bidang
ketentuan umum dan tata cara
perpajakan, pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai, dan cukai serta
pengaturan mengenai pajak karbon dan
kebijakan berupa program
pengungkapan sukarela Wajib Pajak
dalam 1 (satu) Undang-Undang secara
komprehensif;

. bahwa

sistem pajak penjualan yang
berlaku dewasa ini sudah tidak sesuai lagi
sebagai sarana yang dapat menunjang
kebutuhan tersebut di atas;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan;

bahwa oleh karena itu dipandang perlu
untuk mengatur kembali sistem pajak
penjualan dengan sistem pajak
pertambahan nilai barang dan jasa dan
pajak penjualan atas barang mewah
dengan undang-undang;

Mengingat:
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH
KONSOLIDASI

. Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1)
dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Ketetapan  Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia  Nomor
II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar
Haluan Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 32621) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263)'
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir ~ dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3263);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir ~ dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5069);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
3613) sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor

5899);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian  Nasional = dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor
19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor
94) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 489) sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan
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Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang
Pajak Penjualan 1951 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2847);

Menetapkan:

(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH
KONSOLIDASI

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK  PERTAMBAHAN  NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH;
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN
JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH;

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN
JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN
JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH;

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA KERJA;
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2021  TENTANG  HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN.

BAB I
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I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud

dengan: dengan:
a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik | 1. Daerah Pabean adalah  wilayah
Indonesia yang di dalamnya berlaku Republik Indonesia yang meliputi

peraturan perundang-undangan pabean;

wilayah darat, perairan, dan ruang
udara di atasnya, serta tempat-tempat
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif
dan landas kontinen yang di dalamnya
berlaku Undang-Undang yang
mengatur mengenai kepabeanan.

. Barang adalah barang berwujud yang
menurut sifat atau hukumnya dapat
berupa barang bergerak maupun barang
tidak bergerak;

2. Barang adalah barang berwujud, yang
menurut sifat atau hukumnya dapat
berupa barang bergerak atau barang
tidak bergerak, dan barang tidak
berwujud.

Barang Kena Pajak adalah barang
sebagaimana dimaksud pada huruf b
sebagai  hasil proses  pengolahan
(pabrikasi) yang dikenakan  pajak
berdasarkan undang- undang inij;

3. Barang Kena Pajak adalah barang yang
dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang ini.

. Penyerahan Barang Kena Pajak:

1) Yang termasuk dalam pengertian
Penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
a) penyerahan hak atas Barang Kena

Pajak karena suatu perjanjian

pengalihan Barang Kena Pajak

oleh karena suatu perjanjian sewa

beli dan perjanjian leasing;

pengalihan hasil produksi dalam

keadaan bergerak;

penyerahan Barang Kena Pajak

kepada pedagang perantara atau

melalui juru lelang;

pemakaian sendiri dan pemberian

cuma-cuma;

persediaan Barang Kena Pajak

yang masih tersisa pada saat

pembubaran perusahaan;

2) Yang tidak termasuk dalam pengertian
Penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
a) penyerahan Barang Kena Pajak

b)

c)

d)

e)
f)

4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah

setiap kegiatan penyerahan Barang
Kena Pajak.
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kepada makelar sebagaimana
diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Dagang;

b) penyerahan Barang Kena Pajak
untuk jaminan hutang- piutang;

c) pemindahtanganan sebagian atau
seluruh perusahaan.

Jasa adalah semua kegiatan usaha dan | 5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan

pemberian pelayanan berdasarkan suatu yang berdasarkan suatu perikatan atau

perikatan atau perbuatan hukum yang perbuatan hukum yang menyebabkan

menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau suatu barang, fasilitas, kemudahan,

hak tersedia untuk dipakai; atau hak tersedia untuk dipakai,
termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan
atau permintaan dengan bahan dan
atas petunjuk dari pemesan.

Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana | 6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang

dimaksud pada huruf e yang dikenakan dikenai pajak berdasarkan Undang-

pajak berdasarkan undang-undang ini; Undang ini.

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah | 7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah

kegiatan melaksanakan pemberian Jasa setiap kegiatan pemberian Jasa Kena

Kena Pajak yang dilakukan dalam Pajak.

lingkungan perusahaan atau pekerjaannya

termasuk Jasa Kena Pajak yang dilakukan

untuk kepentingan sendiri;

Impor adalah semua kegiatan | 8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar

memasukkan barang ke dalam Daerah Daerah Pabean adalah setiap kegiatan

Pabean; pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean.

Ekspor adalah semua kegiatan | 9. Impor adalah setiap  kegiatan

mengeluarkan barang ke luar Daerah memasukkan barang dari luar Daerah

Pabean; Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Perdagangan adalah kegiatan wusaha | 10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak

membeli dan menjual barang tanpa Berwujud dari luar Daerah Pabean

mengubah bentuk atau sifatnya; adalah setiap kegiatan pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dari luar Daerah  Pabean di
dalam Daerah Pabean.

Pengusaha adalah orang atau badan | 11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud

dalam bentuk apapun yang dalam adalah setiap kegiatan mengeluarkan

lingkungan perusahaan atau pekerjaannya Barang Kena Pajak Berwujud dari

menghasilkan barang, mengimpor barang, dalam Daerah Pabean ke luar Daerah

mengekspor barang, melakukan usaha Pabean.

perdagangan, atau melakukan usaha jasa;

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha | 12. Perdagangan adalah kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud pada huruf k yang
dikenakan pajak berdasarkan undang-
undang ini.

Tidak termasuk dalam pengertian

membeli dan menjual, termasuk
kegiatan tukar-menukar barang, tanpa
mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
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Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha
kecil yang batasan dan ukurannya

ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri
Keuangan;!

Menghasilkan adalah kegiatan mengolah
melalui proses mengubah bentuk atau
sifat suatu barang dari bentuk aslinya
menjadi barang baru atau mempunyai
daya guna baru termasuk membuat,
memasak, merakit, mencampur,
mengemas, membotolkan, dan
menambang atau menyuruh orang atau
badan lain melakukan kegiatan itu.

Yang tidak termasuk dalam pengertian
Menghasilkan ialah:

1) menanam atau memetik  hasil
pertanian atau memelihara hewan;
menangkap atau memelihara ikan;
mengeringkan  atau = menggarami
makanan;

membungkus atau mengepak yang
lazimnya  terjadi dalam  usaha
perdagangan besar atau eceran;
menyediakan makanan dan minuman
di restoran, rumah penginapan, atau
yang dilaksanakan oleh usaha
katering;

2)
3)

4)

5)

13.

Badan adalah sekumpulan orang
dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau
badan wusaha milik daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah
Harga Jual, Penggantian yang diminta atau
yang seharusnya diminta oleh penjual
atau pemberi Jasa atau Nilai Impor yang
dipakai sebagai dasar untuk menghitung
pajak yang terhutang;

14.

Pengusaha adalah orang pribadi atau
badan dalam bentuk apa pun yang
dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor  barang, mengekspor
barang, melakukan usaha
perdagangan, memanfaatkan barang
tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean, melakukan usaha jasa
termasuk mengekspor jasa, atau
memanfaatkan jasa dari luar Daerah
Pabean.

Harga Jual adalah nilai berupa uang,
termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh penjual karena
penyerahan Barang, tidak termasuk pajak
yang dipungut menurut undang- undang
ini, potongan harga yang dicantumkan
dalam Faktur Pajak, dan harga Barang
yang dikembalikan;

15.

Pengusaha Kena Pajak adalah
pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak

dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
yang dikenai pajak berdasarkan
Undang-Undang ini.

1 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan

Nilai.
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p. Penggantian adalah nilai berupa uang,

termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh pemberi Jasa
karena penyerahan Jasa, tidak termasuk
pajak yang dipungut menurut undang-
undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak;

16.

Menghasilkan adalah kegiatan
mengolah melalui proses mengubah
bentuk dan/atau sifat suatu barang
dari bentuk aslinya menjadi barang
baru atau mempunyai daya guna baru
atau kegiatan mengolah sumber daya
alam, termasuk menyuruh orang
pribadi atau badan lain melakukan
kegiatan tersebut.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang
menjadi dasar panghitungan bea masuk
ditambah  pungutan lainnya yang
dikenakan berdasarkan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan Pabean,
untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak
termasuk pajak yang dipungut menurut
undang-undang inij;

17.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah
Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor,
Nilai Ekspor, atau nilai lain yang
dipakai sebagai dasar untuk
menghitung pajak yang terutang.

Pembeli adalah orang atau badan yang
menerima penyerahan Barang Kena
Pajak;

18.

Harga Jual adalah nilai berupa uang,
termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh penjual
karena penyerahan Barang Kena
Pajak, tidak  termasuk Pajak
Pertambahan Nilai yang dipungut
menurut Undang-Undang ini dan
potongan harga yang dicantumkan
dalam Faktur Pajak.

Penerima Jasa adalah orang atau badan
yang menerima penyerahan Jasa Kena
Pajak;

19.

Penggantian adalah nilai berupa uang,
termasuk semua biaya yang diminta
atau  seharusnya diminta oleh
pengusaha karena penyerahan Jasa
Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak,
atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud, tetapi tidak termasuk PajakK.
Pertambahan Nilai yang dipungut
menurut Undang-Undang ini dan
potongan harga yang dicantumkan
dalam Faktur Pajak atau nilai berupa
uang yang dibayar atau seharusnya
dibayar oleh Penerima Jasa karena
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau
oleh penerima manfaat Barang Kena
Pajak  Tidak  Berwujud karena
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean.

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan
pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena
Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai pada saat penyerahan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pada saat

20.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang
yang menjadi dasar penghitungan bea
masuk ditambah pungutan
berdasarkan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang
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impor Barang Kena Pajak;

mengatur mengenai kepabeanan dan
cukai untuk impor Barang Kena Pajak,
tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang dipungut menurut
Undang-Undang ini.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan
Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena
Pajak pada waktu pembelian Barang Kena
Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, atau
impor Barang Kena Pajak;

21.

Pembeli adalah orang pribadi atau
badan yang menerima atau
seharusnya menerima penyerahan
Barang Kena Pajak dan yang
membayar atau seharusnya membayar
harga Barang Kena Pajak tersebut.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan
Nilai yang dipungut oleh Pengusaha
Kena Pajak pada waktu penyerahan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

22.

Penerima Jasa adalah orang pribadi
atau badan yang menerima atau
seharusnya menerima penyerahan
Jasa Kena Pajak dan yang membayar
atau seharusnya membayar
Penggantian atas Jasa Kena Pajak
tersebut.

. Masa Pajak adalah jangka waktu yang
lamanya sama dengan satu bulan takwim,
kecuali ditetapkan lain oleh Menteri
Keuangan.

23.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan
pajak yang dibuat oleh Pengusaha
Kena Pajak  yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak atau
penyerahan Jasa Kena Pajak.

24,

Pajak  Masukan adalah  Pajak
Pertambahan Nilai yang seharusnya
sudah dibayar oleh Pengusaha Kena
Pajak karena perolehan Barang Kena
Pajak dan/atau perolehan Jasa
Kena Pajak dan/atau pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dari luar Daerah Pabean dan/atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean dan/atau impor
Barang Kena Pajak.

25.

Pajak  Keluaran  adalah  Pajak
Pertambahan Nilai terutang yang
wajib dipungut oleh Pengusaha Kena
Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa
Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak
Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa
Kena Pajak.

26.

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang,
termasuk semua biaya yang diminta
atau  seharusnya diminta oleh
eksportir.

27.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
adalah bendahara pemerintah, badan,
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atau instansi pemerintah yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang oleh Pengusaha
Kena Pajak atas penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
Kena Pajak kepada bendahara
pemerintah, badan, atau instansi
pemerintah tersebut.

28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud adalah setiap kegiatan
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dari dalam Daerah Pabean
di luar Daerah Pabean.

29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap
kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak
ke luar Daerah Pabean.

Pasal 1A

(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)

(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)

(1) Yangtermasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a.
b.

penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau
perjanjian sewa guna usaha (leasing);

penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;

Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau
penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;

dihapus; dan

penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian
pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya
dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan
Barang Kena Pajak.

(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a.

penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang;

penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;

penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam
hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;

pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk
tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan
pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang
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Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Pasal 2
(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983 UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI
Dalam hal Harga Jual atau Penggantian
dipengaruhi oleh hubungan istimewa,
maka Harga Jual atau Penggantian
dihitung atas dasar harga pasar wajar
pada saat penyerahan Barang Kena

(1) Dalam hal Harga Jual atau Penggantian
dipengaruhi oleh hubungan istimewa,
maka Harga Jual atau Penggantian dihitung
atas dasar harga pasar wajar pada saat
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa

(1)

Kena Pajak itu dilakukan. Pajak atau Jasa Kena Pajak itu
dilakukan.

(2) Hubungan istimewa sebagaimana | (2) Hubungan istimewa dianggap ada
dimaksud dalam ayat (1) dianggap ada apabila:

apabila: a. Pengusaha mempunya penyertaan

a. dua atau lebih Pengusaha, langsung atau langsung atau tidak langsung

tidak langsung berada di bawah sebesar 25% (dua puluh lima

pemilikan atau penguasaan Pengusaha persen) atau lebih pada Pengusaha

yang sama, atau lain, atau  hubungan antara

. Pengusaha yang satu menyertakan
modal sebesar 25% (dua puluh lima
persen) atau lebih dari jumlah modal
pada Pengusaha yang lain, atau
hubungan antara Pengusaha yang
menyertakan modalnya sebesar 25%
(dua puluh lima persen) atau lebih pada
dua pihak atau lebih, demikian pula
hubungan antara dua pihak atau lebih
yang disebutkan terakhir.

Pengusaha dengan penyertaan 25%
(dua puluh lima persen) atau lebih
pada dua Pengusaha atau lebih,
demikian pula hubungan antara dua
Pengusaha atau lebih yang disebut
terakhir; atau

b. Pengusaha menguasai Pengusaha
lainnya atau dua atau lebih
Pengusaha berada di bawah
pengusaaan Pengusaha yang sama
baik langsung maupun tidak
langsung; atau

c. Terdapat hubungan keluarga baik
sedarah maupun semenda dalam
garis keturunan lurus satu derajat
dan/atau ke samping satu derajat.

BAB I
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 3
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
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BARANG MEWAH KONSOLIDASI

(1) Pengusaha yang berdasarkan ketentuan
Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d dikenakan
pajak, wajib melaporkan usahanya kepada
Direktorat Jenderal Pajak di tempat
Pengusaha itu bertempat tinggal atau
berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu
yang ditentukan dengan Peraturan
Pemerintah.

(2) Orang atau badan yang mengekspor
barang dan/atau menyerahkan Barang
Kena Pajak di Daerah Pabean kepada
Pengusaha Kena Pajak, dapat memilih
untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha
Kena Pajak di tempat orang atau badan itu
bertempat tinggal atau berkedudukan.

(3) Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan
Surat Keputusan Pengukuhan.

(4) Pengusaha Kena Pajak yang tidak
melaporkan usahanya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), wajib menyetor
pajak yang terhutang dengan sanksi
berupa denda administrasi sebesar 2%
(dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Dihapus.

BAB IIA

KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR, DAN
MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG
(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)

Pasal 3A

itambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undan omor ahun
D bahkan K B dengan Undang-Undang N 11 Tahun 1994
(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

(1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a, huruf ¢, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

(1a) Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari
luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau
yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak
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Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan. 2

BAB III
OBYEK PAJAK

Pasal 4
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. penyerahan Barang Kena Pajak yang
dilakukan di Daerah Pabean dalam
lingkungan perusahaan atau pekerjaan

oleh Pengusaha yang:

1) menghasilkan Barang Kena Pajak
tersebut;

2) mengimpor Barang Kena Pajak
tersebut;

3) mempunyai hubungan istimewa
dengan Pengusaha yang dimaksud
pada huruf a angka 1) dan angka
2);

4) bertindak sebagai penyalur utama
atau agen utama dari Pengusaha
yang dimaksud pada huruf a angka
1) dan angka 2);

5) menjadi pemegang hak atau
pemegang hak menggunakan paten
dan merek dagang dari Barang
Kena Pajak tersebut;

b. penyerahan Barang Kena Pajak kepada

Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan

di Daerah Pabean dalam lingkungan

perusahaan atau pekerjaan oleh

Pengusaha yang memilih untuk

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena

Pajak;

c. impor Barang Kena Pajak;
d. penyerahan Jasa Kena Pajak.

(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan

atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di
dalam  Daerah  Pabean yang
dilakukan oleh pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di
dalam  Daerah  Pabean yang
dilakukan oleh pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari

luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena  Pajak
Berwujud oleh Pengusaha Kena
Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud oleh Pengusaha Kena
Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena
Pengusaha Kena Pajak.

Pajak oleh

(2) Dengan Peraturan Pemerintah :
a. Pajak  Pertambahan Nilai
diberlakukan terhadap

dapat
semua

(2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan
dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas
ekspornya dikenai Pajak Pertambahan

2 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penghitungan,
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean.
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penyerahan Barang Kena Pajak yang Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat
diberlakukan di Daerah Pabean oleh (1) huruf h diatur dengan Peraturan
pedagang besar atau pedagang eceran Menteri Keuangan.3
dalam lingkungan perusahaan atau
pekerjaannya;

b. diatur penyerahan jenis-jenis jasa yang
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 4A4

(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)
(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

(1) Dihapus.
(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam
kelompok barang sebagai berikut:

a. dihapus;

b. dihapus;

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan
sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat
maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa
boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan
retribusi daerah; dan

d. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat
berharga.

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam

kelompok jasa sebagai berikut:

dihapus;

dihapus;

dihapus;

dihapus;

dihapus;

jasa keagamaan;

dihapus;

jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja
seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan
retribusi daerah;

S@ e an T

3 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan

Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

4 Dilaksanakan dengan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana
Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Makanan Dan
Minuman, Jasa Kesenian Dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga Atau
Katering, Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
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i. dihapus;
j. dihapus;
k. dihapus;
1.

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III

jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan

di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi

daerah;

m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan
secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan
yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat

disediakan oleh bentuk usaha lain;

n. jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola
tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah
dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

0. dihapus;
dihapus; dan

=T

jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan

dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan

retribusi daerah.

Pasal 5
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

(1) Di samping pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan juga
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
terhadap:

a. penyerahan Barang Mewah yang
dilakukan oleh  Pengusaha yang
menghasilkan Barang Mewah di
Daerah Pabean dalam lingkungan
perusahaan atau pekerjaannya;

b. impor Barang Mewah.

(1)

Di  samping pengenaan  Pajak

Pertambahan  Nilai  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

dikenai juga Pajak Penjualan atas

Barang Mewah terhadap:

a. penyerahan Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah yang dilakukan
oleh pengusaha yang menghasilkan
barang tersebut di dalam Daerah
Pabean dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya; dan

b. impor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah.

(2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dikenakan hanya satu kali pada waktu
penyerahan  oleh  Pengusaha yang
menghasilkan atau pada waktu impor.

(2)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dikenakan hanya 1 (satu) kali pada
waktu penyerahan Barang Kena Pajak
yang tergolong mewah oleh pengusaha
yang menghasilkan atau pada waktu
impor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewabh.
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(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)
(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

(1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak

tersebut.

(2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik
seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang
terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.®

Pasal 6

(Ketentuan dihapus dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

(1)Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan
mencatat semua jumlah harga perolehan
dan penyerahan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak dalam pembukuan
perusahaan.

(2)Pada catatan dalam pembukuan itu harus
dicantumkan secara terpisah dan jelas,
jumlah harga perolehan dan penyerahan
Barang atau Jasa yang terhutang pajak,
yang tidak terhutang pajak, yang
dikenakan tarif 0% (nol persen), dan yang
dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewabh.

(3)Pengusaha yang berdasarkan Undang-
undang Pajak Penghasilan 1984 memilih
dikenakan pajak dengan pedoman norma
penghitungan, sepanjang terhutang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, wajib
membuat catatan nilai peredaran bruto
secara teratur, yang menjadi Dasar
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai itu.

Dihapus.

5 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan
Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang
Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan.
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BAB 1V
TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 7
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah
10% (sepuluh persen).

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

a. sebesar 11% (sebelas persen) yang
mulai berlaku pada tanggal 1 April
2022;

b. sebesar 12% (dua belas persen) yang
mulai berlaku paling lambat pada
tanggal 1 Januari 2025.

(2) Atas ekspor Barang dikenakan pajak
dengan tarif 0% (nol persen).

(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar
0% (nol persen) diterapkan atas:
a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud; dan
c. ekspor Jasa Kena Pajak.

(3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak
sebagaimana ditentukan dalam ayat (1)
dapat diubah menjadi serendah-rendahnya
5% (lima persen) dan setinggi-tingginya
15% (lima belas per-sen).

(3) Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diubah menjadi paling rendah 5%
(lima persen) dan paling tinggi 15%
(lima belas persen).t

(4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah setelah disampaikan oleh
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan
Ratryat Republik Indonesia untuk
dibahas dan disepakati dalam
penyusunan  Rancangan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

6 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
Tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
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UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KONSOLIDASI

(1) Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
adalah 10% (sepuluh persen) dan 20%
(dua puluh persen).

(1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang
Mewah ditetapkan paling rendah 10%
(sepuluh persen) dan paling tinggi
200% (dua ratus persen).

(2) Atas ekspor Barang Mewah dikenakan
pajak dengan tarif 0% (nol persen).

(2) Ekspor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah dikenai pajak dengan
tarif 0% (nol persen).

(3) Dengan Peraturan Pemerintah tarif pajak
sebagaimana ditentukan pada ayat (1)
dapat diubah menjadi setinggi-tingginya

(3) Ketentuan mengenai kelompok Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah yang
dikenai Pajak Penjualan atas Barang

35% (tiga puluh lima persen). Mewah dengan tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.’

(4) Ketentuan mengenai jenis barang yang
dikenai Pajak Penjualan atas Barang

Mewah sebagaimana dimaksud pada

(4) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan
Kelompok Barang yang dikenakan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (3) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.?

(5) Macam dan jenis Barang yang dikenakan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

menurut ayat (4) diatur oleh Menteri

Keuangan.

Pasal 8A

(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

7 Dilaksanakan dengan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa
Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewabh.

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain
Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewabh.

8 Dilaksanakan dengan:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai
Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain
Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pengecualian
Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas
Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang
Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.
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(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi
Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

(2) Dihapus.

(3) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor

Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang
dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan
Pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikreditkan.

Pasal 9
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KONSOLIDASI

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang
dalam suatu Masa Pajak dihitung dengan
mengalihkan tarif sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan
Pajak.

(1) Dihapus.

(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak
dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran
untuk masa yang sama.

(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa
Pajak dikreditkan dengan Pajak
Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak
Keluaran lebih besar dari pada Pajak
Masukan, maka selisihnya merupakan
pajak yang harus dibayar oleh Pengusaha
Kena Pajak.

(2a)Bagi Pengusaha Kena Pajak yang
belum melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
dan/atau ekspor Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak
Masukan atas perolehan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor
Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean dapat dikreditkan

sepanjang  memenuhi  ketentuan
pengkreditan sesuai dengan Undang-
Undang ini.
(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak | (2b)Pajak Masukan yang dikreditkan harus
Masukan lebih besar dari pada Pajak menggunakan Faktur Pajak yang

Keluaran, maka selisihnya merupakan
kelebihan pajak yang dapat
dikompensasikan dengan pajak terhutang
dalam Masa Pajak berikutnya, atau dapat
dikembalikan.

memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan
ayat (9).

(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak,

(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak
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Pengusaha Kena Pajak di samping
melakukan penyerahan kena pajak juga
melakukan penyerahan tidak kena pajak,
sepanjang bagian penyerahan kena pajak

Keluaran lebih besar daripada Pajak
Masukan, selisihnya merupakan Pajak
Pertambahan Nilai yang harus disetor
oleh Pengusaha Kena Pajak.

itu dapat diketahui dengan pasti dari
catatan dalam pembukuan, maka jumlah
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
hanya sebesar Pajak Masukan yang telah
dibayar pada waktu perolehan atau
pengimporan Barang Kena Pajak yang
diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak,
atau yang dipakai untuk menghasilkan
Barang Kena Pajak.

(6) Dalam hal bagian penyerahan kena pajak
maupun bagian penyerahan tidak kena
pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan lebih
besar daripada Pajak Keluaran,
selisihnya merupakan kelebihan pajak
yang dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya.’

(7) tidak dapat diketahui dengan pasti, |(4a)Atas  kelebihan  Pajak = Masukan
Menteri Keuangan dapat menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
suatu pedoman penghitungan jumlah Pajak dapat diajukan permohonan

Masukan yang dapat dikreditkan untuk
bagian penyerahan kena pajak.

(8) Pengusaha yang berdasarkan Undang-
undang Pajak Penghasilan 1984 memilih
dikenakan pajak dengan pedoman Norma
Penghitungan, sepanjang terhutang Pajak
Pertambahan Nilai, dapat mengkreditkan
Pajak Masukan yang telah dibayar
terhadap Pajak Keluaran yang harus

pengembalian pada akhir tahun buku.

(4b)Dikecualikan dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak
Masukan dapat diajukan permohonan
pengembalian pada setiap Masa Pajak
oleh:

a. Pengusaha Kena

Pajak  yang

dipungut, dengan mempergunakan melakukan ekspor Barang Kena
pedoman penghitungan kredit Pajak Pajak Berwujud;

Masukan yang ditetapkan dengan b. Pengusaha Kena Pajak yang
Keputusan Menteri Keuangan. melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak dan/atau penyerahan
Jasa Kena Pajak kepada Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai;

c. Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan

Jasa Kena Pajak yang Pajak
Pertambahan Nilainya tidak
dipungut;

d. Pengusaha Kena Pajak yang

melakukan ekspor Barang Kena

9 Dilaksanakan dengan:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan No. 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
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Pajak Tidak Berwujud;

e. Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan ekspor Jasa Kena Pajak;
dan/atau

f. dihapus.

(9) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan

menurut cara yang diatur dalam ayat (2)

bagi pengeluaran untuk:

a. pembelian Barang atau Jasa sebelum
Pengusaha dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak;

b. pembelian Barang dan pengeluaran
biaya lain yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan proses
menghasilkan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak;

c. pembelian dan pemeliharaan
kendaraan bermotor sedan, jeep,
stasion wagon, van dan kombi.

(4c)Pengembalian kelebihan Pajak
Masukan kepada Pengusaha Kena
Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf
e, yang mempunyai Kriteria sebagai
Pengusaha Kena Pajak berisiko
rendah, dilakukan dengan
pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan dan perubahannya.

(4d)dihapus.
(4e)Direktur  Jenderal Pajak  dapat
melakukan pemeriksaan terhadap

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4c) dan
menerbitkan surat ketetapan pajak
setelah melakukan pengembalian
pendahuluan kelebihan pajak.

(4f)Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4e),
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
jumlah kekurangan pajak ditambah
dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan dan perubahannya.

(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak

Pengusaha Kena Pajak melakukan:

a. penyerahan yang terutang pajak
dan Pajak Masukan yang berkenaan
dengan  penyerahannya  dapat
dikreditkan; dan

b. penyerahan yang terutang pajak
dan Pajak Masukan yang berkenaan
dengan penyerahannya tidak dapat
dikreditkan dan/atau penyerahan
yang tidak terutang pajak,

dalam hal bagian penyerahan yang
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terutang pajak sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dapat diketahui dengan
pasti dari pembukuannya, jumlah
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
merupakan Pajak Masukan yang
berkenaan dengan penyerahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak

Pengusaha Kena Pajak melakukan:

c. penyerahan yang terutang pajak
dan Pajak Masukan yang berkenaan
dengan  penyerahannya dapat
dikreditkan; dan

d. penyerahan yang terutang pajak
dan Pajak Masukan yang berkenaan
dengan penyerahannya tidak dapat
dikreditkan dan/atau penyerahan
yang tidak terutang pajak,

sedangkan Pajak Masukan sehubungan

dengan penyerahan yang terutang
pajak sebagaimana dimaksud dalam
huruf a tidak dapat diketahui dengan
pasti, jumlah Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan dihitung dengan
menggunakan pedoman pengkreditan
Pajak Masukan.10

(6a) Apabila sampai dengan jangka waktu
3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak
pengkreditan pertama kali Pajak
Masukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2a) Pengusaha Kena Pajak belum
melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
dan/atau ekspor Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak terkait
dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak
Masukan yang telah dikreditkan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut
menjadi tidak dapat dikreditkan.

(6b)Dihapus.

(6c)Jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (6a) bagi sektor usaha
tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3
(tiga) tahun.

(6d)Ketentuan sebagaimana dimaksud

10 Dilaksanakan dengan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Peghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi
Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang

Pajak
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pada ayat (6a) berlaku juga bagi
Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan pembubaran
(pengakhiran) usaha, melakukan
pencabutan Pengusaha Kena Pajak,
atau dilakukan pencabutan Pengusaha
Kena Pajak secara jabatan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa
Pajak pengkreditan pertama kali Pajak
Masukan.

(6e)Pajak Masukan yang tidak dapat
dikreditkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6a):

a. wajib dibayar kembali ke kas negara
oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam
hal Pengusaha Kena Pajak:

1. telah menerima pengembalian
kelebihan pembayaran pajak
atas Pajak Masukan dimaksud;
dan/atau

2. telah  mengkreditkan Pajak
Masukan dimaksud dengan
Pajak Keluaran yang terutang
dalam suatu Masa Pajak;
dan/atau

b. tidak dapat dikompensasikan ke
Masa Pajak berikutnya dan tidak
dapat diajukan permohonan
pengembalian, setelah jangka waktu
3 (tiga) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (6a) berakhir
atau pada saat pembubaran
(pengakhiran) usaha, atau
pencabutan Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat
(6d) oleh Pengusaha Kena Pajak,
dalam hal Pengusaha Kena Pajak

melakukan kompensasi atas
kelebihan pembayaran pajak
dimaksud.

(6f)Pembayaran kembali Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6e)
huruf a dilakukan paling lambat:

a. akhir bulan berikutnya setelah
tanggal berakhirnya jangka waktu 3
(tiga) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (6a);

b. akhir bulan berikutnya setelah
tanggal berakhirnya jangka waktu
bagi  sektor usaha tertentu
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sebagaimana dimaksud pada ayat
(6¢); atau

c. akhir bulan berikutnya setelah
tanggal pembubaran (pengakhiran)
usaha atau pencabutan Pengusaha
Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (6d).

(6g)Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak
melaksanakan kewajiban pembayaran
kembali sesuai dengan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (6f),
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
atas jumlah pajak yang seharusnya
dibayar kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (6e) huruf a oleh
Pengusaha Kena Pajak ditambah
sanksi administrasi berupa bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan dan
perubahannya.

(7) Dihapus.

(7a) Dihapus.

(7b) Dihapus.

(8) Pengkreditan Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat diberlakukan bagi
pengeluaran untuk:

a. dihapus;

b. perolehan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak yang tidak
mempunyai hubungan langsung
dengan kegiatan usaha;

c. dihapus;

d. dihapus;

e. dihapus;

f. perolehan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak yang Faktur
Pajaknya tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat
(9) atau tidak mencantumkan nama,
alamat, dan Nomor Pokok Wajib
Pajak pembeli Barang Kena Pajak
atau penerima Jasa Kena Pajak;

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud atau pemanfaatan
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
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Pabean di dalam Daerah Pabean
yang Faktur Pajaknya tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

h. dihapus;

i. dihapus; dan

j. dihapus.

(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
tetapi belum dikreditkan dengan Pajak
Keluaran pada Masa Pajak yang sama
dapat dikreditkan pada Masa Pajak
berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa
Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak
saat Faktur Pajak dibuat sepanjang
belum dibebankan sebagai biaya atau
belum ditambahkan (dikapitalisasi)
dalam harga perolehan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak serta
memenuhi ketentuan pengkreditan
sesuai dengan Undang-Undang ini.

(9a)Pajak Masukan atas perolehan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak,
impor Barang Kena Pajak, serta
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean sebelum
Pengusaha dikukuhkan sebagai
Pengusaha  Kena  Pajak, dapat
dikreditkan oleh Pengusaha Kena
Pajak dengan menggunakan pedoman
pengkreditan Pajak Masukan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari
Pajak Keluaran yang seharusnya
dipungut.

(9b)Pajak Masukan atas perolehan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak,
impor Barang Kena Pajak, serta
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean yang tidak
dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai yang diberitahukan
dan/atau ditemukan pada waktu
dilakukan pemeriksaan dapat
dikreditkan oleh Pengusaha Kena
Pajak sepanjang memenuhi ketentuan
pengkreditan sesuai dengan Undang-
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Undang ini.

(9c)Pajak Masukan atas perolehan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak,
impor Barang Kena Pajak, serta
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean yang ditagih
dengan penerbitan ketetapan pajak
dapat dikreditkan oleh Pengusaha
Kena Pajak sebesar jumlah pokok
Pajak  Pertambahan Nilai yang
tercantum dalam Kketetapan pajak
dengan ketentuan ketetapan pajak
dimaksud telah dilakukan pelunasan
dan tidak dilakukan upaya hukum

serta memenuhi ketentuan
pengkreditan sesuai dengan Undang-
Undang ini.

(10) Dihapus.

(11) Dihapus.

(12) Dihapus.

(13) Dihapus.

(14)Dalam hal tedadi pengalihan Barang
Kena Pajak dalam rangka
penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, dan pengambilalihan
usaha, Pajak Masukan atas Barang
Kena Pajak yang dialihkan yang belum
dikreditkan oleh Pengusaha Kena
Pajak yang mengalihkan dapat
dikreditkan oleh Pengusaha Kena
Pajak yang menerima pengalihan
sepanjang Faktur Pajaknya diterima
setelah terjadinya pengalihan dan
Pajak Masukan tersebut belum
dibebankan sebagai biaya atau
dikapitalisasi.

Pasal 9A
(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

(1) Pengusaha Kena Pajak yang:
a. mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah
tertentu;
b. melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
c. melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak
tertentu, dapat memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
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atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan besaran

tertentu.

(2) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor
Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang
berhubungan dengan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan.

Pasal 10
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KONSOLIDASI

(1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
terhutang dalam suatu Masa Pajak
dihitung dengan mengalihkan tarif
sebagaimana diatur dalam Pasal 8, dengan
Dasar Pengenaan Pajak.

(1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dengan Dasar
Pengenaan Pajak.

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
sudah dibayar pada waktu perolehan atau
impor Barang Mewah, tidak dapat di-
kreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai
yang dipungut menurut Kketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang sudah dibayar pada waktu
perolehan atau impor Barang Kena
Pajak Yang Tergolong Mewah, tidak
dapat dikreditkan dengan Pajak
Pertambahan Nilai maupun Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yang
dipungut berdasarkan Undang-undang
ini.

(3) Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor
Barang Mewah dapat meminta kembali
pajak yang dibayar pada waktu perolehan
Barang Mewah yang diekspor itu.

(3) Pengusaha Kena Pajak yang
mengekspor Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah dapat meminta
kembali Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang telah dibayar pada waktu
perolehan Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah yang diekspor
tersebut.

BABV
SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERHITUNG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 1111
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK

11 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran,
Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
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PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KONSOLIDASI

(1) Pajak yang terhutang dalam Masa Pajak
terjadi pada saat penyerahan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau pada saat
impor Barang Kena Pajak.

(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:

a. penyerahan Barang Kena Pajak;

b.impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dari luar Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

g.ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud; atau

h. ekspor Jasa Kena Pajak.

(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak. maka pajak yang terhutang
dalam Masa Pajak terjadi pada saat
pembayaran.

(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum
penyerahan Barang Kena Pajak atau
sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak
atau dalam hal pembayaran dilakukan
sebelum dimulainya pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean,
saat terutangnya pajak adalah pada saat
pembayaran.

(3) Dihapus.

(4) Direktur Jenderal Pajak
menetapkan saat lain sebagai saat
terutangnya pajak dalam hal saat
terutangnya pajak sukar ditetapkan atau
terjadi perubahan ketentuan yang dapat

menimbulkan ketidakadilan.

dapat

(5)Dihapus.

Pasal 12
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

KONSOLIDASI
(1) Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan | (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, penyerahan sebagaimana dimaksud

terhutang pajak di tempat tinggal atau
kedudukan mereka dan/atau di tempat
usaha dilakukan.

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c,
huruf f, huruf g dan/atau huruf h
terutang pajak di tempat tinggal atau
tempat kedudukan dan/atau tempat
kegiatan usaha dilakukan atau tempat
lain selain tempat tinggal atau tempat
kedudukan dan/atau tempat kegiatan
usaha dilakukan yang diatur dengan
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Peraturan Direktur Jenderal Pajak.!?

(2) Atas permohonan tertulis dari Pengusaha
Kena Pajak yang mempunyai lebih dari
satu tempat usaha, Direktur Jenderal Pajak
dapat menetapkan salah satu tempat
usaha sebagai tempat pajak terhutang.

(2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari
Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal
Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat
atau lebih sebagai tempat pajak terutang.

(3) Dalam hal impor, pajak terhutang di
tempat Barang Kena Pajak dimasukkan

(3) Dalam hal impor, terutangnya pajak
terjadi di tempat Barang Kena Pajak

dan dipungut melalui Direktorat Jenderal dimasukkan dan dipungut melalui
Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(4) Orang pribadi atau badan yang

memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e
terutang pajak di tempat tinggal atau
tempat kedudukan dan/atau tempat
kegiatan usaha.

Pasal 13
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KONSOLIDASI

(1) Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib
membuat Faktur Pajak pada saat
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak.

(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat

Faktur Pajak untuk setiap:

a. penyerahan Barang Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf a atau huruf f
dan/atau Pasal 16D;

b. penyerahan Jasa Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) hurufc;

c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/
atau

d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf h.

(2) Apabila pembayaran diterima sebelum
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat

(la)Faktur Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dibuat pada:
a. saat penyerahan Barang Kena Pajak

12 Dilaksanakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/P]/2010 tentang Tempat Lain Selain
tempat Tinggal Atau Tempat Kedudukan Dan/Atau Tempat Kegiatan Usaha Dilakukan Sebagai Tempat Terutang
Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
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pembayaran.

dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak;

b. saat penerimaan pembayaran dalam
hal penerimaan pembayaran terjadi
sebelum penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau sebelum penyerahan
Jasa Kena Pajak;

c. saat penerimaan pembayaran termin
dalam hal penyerahan sebagian
tahap pekerjaan; atau

d. saat lain yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.!3

(3) Menyimpang dari ayat (1) dan ayat (2),

Pengusaha Kena Pajak dapat diizinkan
oleh Direktur Jenderal Pajak untuk
membuat satu Faktur Pajak meliputi
seluruh  penyerahan yang dilakukan
kepada Pembeli Barang Kena Pajak atau
Penerima Jasa Kena Pajak yang sama
selama sebulan takwim setelah akhir bulan
takwim yang bersangkutan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengusaha Kena Pajak dapat membuat
1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh
penyerahan yang dilakukan kepada
pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak yang sama
selama 1 (satu) bulan kalender.

(4) Pengusaha yang berdasarkan Pasal 4 ayat

(1) huruf b dikenakan pajak, hanya
membuat Faktur Pajak sematamata untuk

(2a)Faktur Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dibuat paling lama
pada akhir bulan penyerahan.

Penyerahan Barang Kena Pajak kepada

Pengusaha Kena Pajak.

(5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |(3)Dihapus.
membuat Faktur Pajak untuk setiap
pemungutan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3).

(6) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan |(4)Dihapus.
catatan  tentang penyerahan  yang
dikenakan pajak menurut undang-undang
ini yang meliputi :

a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib
Pajak Pengusaha yang menyerahkan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak;

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib
Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak;

c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan,
dan  jumlah Harga Jual atau
Penggantian;

d. Pajak  Pertambahan Nilai yang
dipungut;

13 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2012 tentang Saat lain sebagai saat
Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dengan Karakteristik Tertentu.
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e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang dipungut;
f. Tanggal penyerahan.
(7) Bentuk ukuran, pengadaan serta tata cara |(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan

penyampaian Faktur Pajak diatur lebih keterangan tentang penyerahan Barang
lanjut oleh Menteri Keuangan. Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa

Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

a. nama, alamat, dan Nomor Pokok
Wajib Pajak yang menyerahkan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak;

b. identitas pembeli Barang Kena Pajak
atau penerima Jasa Kena Pajak yang
meliputi:

1. nama, alamat, dan Nomor Pokok
Wajib Pajak atau nomor induk
kependudukan atau  nomor
paspor bagi subjek pajak luar
negeri orang pribadi; atau

2. nama dan alamat, dalam hal
pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak
merupakan subjek pajak luar
negeri badan atau bukan
merupakan subjek pajak
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Undang-Undang
mengenai Pajak Penghasilan;

c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga
Jual atau Penggantian, dan potongan

harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang
dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
yang dipungut;

f. kode, nomor seri, dan tanggal
pembuatan Faktur Pajak; dan

g. nama dan tanda tangan yang berhak
menandatangani Faktur Pajak.

(8) Pengusaha Kena Pajak yang tidak |[(5a) Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran

membuat atau tidak mengisi selengkapnya dapat membuat Faktur Pajak tanpa
Faktur =~ Pajak  menurut  ketentuan mencantumkan keterangan mengenai
sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat identitas pembeli serta nama dan tanda
(2), dan ayat (6) dikenakan sanksi berupa tangan penjual dalam hal melakukan
denda administrasi sebesar 2% (dua penyerahan  Barang Kena  Pajak
persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. dan/atau Jasa Kena Pajak kepada

pembeli dengan karakteristik konsumen
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akhir yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Keuangan.!*

(6) Direktur Jenderal Pajak dapat me
netapkan dokumen tertentu yang
kedudukannya dipersamakan dengan
Faktur Pajak.1>

(7) Dihapus.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pembuatan Faktur Pajak dan tata
cara pembetulan atau penggantian

Faktur Pajak diatur dengan atau
berdasarkan _ Peraturan __Menteri

Keuangan.!6

(9) Faktur ~ Pajak  hams  memenuhi
persyaratan formal dan material.

Pasal 14
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KONSOLIDASI

(1) Orang atau badan yang tidak dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak dilarang
membuat Faktur Pajak.

(1) Orang pribadi atau badan yang tidak
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.

(2) Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka
orang atau badan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus menyetorkan jumlah
pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak
kepada Kas Negara dan dikenakan sanksi
berupa denda administrasi sebesar 2 %
(dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

(2) Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat,
maka orang pribadi atau badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menyetorkan jumlah pajak yang
tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas
Negara.

BAB VA
KETENTUAN KHUSUS
(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

Pasal 15
(Ketentuan dihapus dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ‘

14 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

15 Dilaksanakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-13/PJ/2019 tentang Dokumen
Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak.

16 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewabh, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
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BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KONSOLIDASI

(1) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan
penghitungan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10
kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam
jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah
akhir Masa Pajak dengan menggunakan
Surat Pemberitahuan Masa.

(2) Keterangan dan dokumen yang harus
dicantumkan dan/atau dilampirkan pada Dihapus.
Surat Pemberitahuan Masa ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

(3) Surat Pemberitahuan Masa dianggap tidak
dimasukkan jika Pengusaha Kena Pajak
tidak melaksanakan, atau tidak
sepenuhnya melaksanakan ketentuan
sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan
ayat (2).

Pasal 15A
(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang 42 Tahun 2009)

(1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai disampaikan.

(2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir
bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 16
(Ketentuan dihapus dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983 UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KONSOLIDASI

(1) Atas permohonan tertulis Pengusaha Kena
Pajak, kelebihan pembayaran pajak yang
belum dikompensasikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4),
pengembaliannya dilakukan dalam jangka
waktu sebagaimana diatur dalam Undang-
undang tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan, atau dalam jangka

waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.
(2) Kelebihan pembayaran pajak atas Barang

yang diekspor dikembalikan dalam waktu

Dihapus.
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satu bulan. | |

(1)

(2)

(1)

Pasal 16A
(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)
(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)

Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena
Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan
Menteri Keuangan.!’

Pasal 16B

(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari

pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

f.kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

g. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

h. impor Barang Kena Pajak tertentu;

i. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean; dan

j-pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah.!8

(1a) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan

pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan:

a. mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional;

b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan
dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman
internasional lainnya;

c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam
rangka program vaksinasi nasional;

17 Dilaksanakan dengan:
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah

Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor Dan Melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran
Dan Pelaporannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau
Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan
Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, Dan Jasa Pialang Reasuransi.

18 Dilaksanakan dengan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.

- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat
Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
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d. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya
buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang
relatif terjangkau masyarakat;

e. mendorong pembangunan tempat ibadah;

f. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau
dana pinjaman luar negeri;

g. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak
tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;

h. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang
ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional;

i. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran
perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana
transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan
orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat
tinggi; dan/atau

j- mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam
rangka pembangunan nasional, antara lain:

1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
2. jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program
jaminan kesehatan nasional;

jasa pelayanan sosial;

jasa keuangan;

jasa asuransi;

jasa pendidikan;

jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri

yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; dan

8. jasa tenaga kerja.

(2) Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak,
impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang atas penyerahannya tidak dipungut
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikreditkan.

(3) Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak,
impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang atas penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dikreditkan.

N s W

Pasal 16C
(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak
dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan
sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan

Menteri Keuangan.!®

19 Dilaksanakan dengan:
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Pasal 16D
(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas
penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Pasal 16E
(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar
atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang
pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali.

(2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diminta
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah;

b. pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum
keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan

c. Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5),
kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat pembeli diisi dengan
nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas
penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai
Nomor Pokok Wajib Pajak.

(3) Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat orang pribadi pemegang
paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pajak melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.

(4) Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:

a. paspor;

b. pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan orang pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke luar Daerah Pabean; dan

c. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.?°

Pasal 16F

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan
Membangun Sendiri.
20 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan
dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor
Luar Negeri.
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(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

mbeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng

atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.

BAB VB
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 16G
(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

j-
k.

nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1);

kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2a);

penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);

.Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan

kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);

pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6c);
pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) huruf
a,

pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9a), ayat (9b),
dan ayat (9c¢); dan

jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis Barang Kena Pajak
tertentu, jenis Jasa Kena Pajak tertentu, dan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang
dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1),

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.?1

21 Dilaksanakan dengan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan
Membangun Sendiri.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan
Liquefied Petroleum Gas Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan
Hasil Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan
Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan
Kendaraan Bermotor Bekas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan
Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, Dan Jasa Pialang Reasuransi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan
Jasa Kena Pajak Tertentu.
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BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

UU NOMOR 7 TAHUN 1983 UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KONSOLIDASI

Hal-hal yang menyangkut pengertian, tata | Hal-hal yang menyangkut pengertian dan
cara pemungutan dan sanksi administrasi dan | tata cara pemungutan berkenaan dengan
sanksi pidana berkenaan dengan pelaksanaan | pelaksanaan Undang-undang ini, yang
undang-undang ini, yang secara khusus belum | secara khusus belum diatur dalam Undang-
diatur dalam undang-undang ini, berlaku | undang ini, berlaku ketentuan dalam
ketentuan dalam Undang-undang tentang | Undang-undang tentang Ketentuan Umum
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan | dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan
serta peraturan perundang-undangan lainnya. | perundang-undangan lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
(1) Dengan berlakunya undang-undang ini:

a. semua Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan Impor Barang Kena
Pajak yang telah dilakukan sebelum undang-undang ini berlaku, tetap terhutang pajak
menurut Undang-undang Pajak Penjualan 1951;

b. selama peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan
pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang belum dicabut
dan diganti dinyatakan masih berlaku.

(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh

Menteri Keuangan.??

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.?3

22 Dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 178/KMK.01/1985 tentang Peraturan Peralihan
Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Diubah oleh Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 571/KMK.04/1986 tentang Perubahan Dan Tambahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
178/1985 tentang Peraturan Peralihan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
1984.

23 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
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Pasal 20
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984. Agar supaya setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 1983
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 51

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3264

Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 33



PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III

KONSOLIDASI

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1994
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021

UMUM

(Penjelasan atas Konsiderans dan Dasar Hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
yang telah mengalami perubahan.)

Pembangunan nasional yang berlandaskan Garis-garis Besar Haluan Negara, yang telah
dan akan terus dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan tidak saja
keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,
tetapi juga menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi di segala
bidang kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut di atas diperlukan investasi dalam
jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri. Oleh
karena itu sudah waktunya diletakkan suatu landasan yang dapat lebih menjamin
tersedianya dana itu dari sumber-sumber di dalam negeri sebagai pencerminan
kegotongroyongan nasional dalam usaha melepaskan diri dari ketergantungan pada
sumber luar negeri, sehingga bantuan luar negeri hanya merupakan pelengkap yang makin
lama makin kecil peranannya.

Di samping itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana-dana
investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan Pemerintah, serta
penerimaan devisa yang berasal dari ekspor, sehingga pada akhirnya mampu membiayai
sendiri seluruh pembangunan nasional.

Sistem perpajakan yang berlaku dewasa ini, khususnya Pajak Penjualan 1951, tidak lagi
memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan
pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor,
dan pemerataan pembebanan pajak.

Dalam rangka itulah dengan dilandasi pertimbangan yang seksama tentang kemampuan
rakyat, rasa keadilan dan kebutuhan pembangunan serta untuk mendorong dan
meningkatkan daya saing komoditi ekspor non minyak di pasaran luar negeri, dengan
dukungan kondisi dan kemampuan aparat perpajakan yang terus berkembang, pajak
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penjualan dengan sistem pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah ini diberlakukan untuk menggantikan pajak penjualan yang sekarang
berlaku.

Dengan mengingat pada sistemnya, undang-undang ini dapat disebut Undang-undang
Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk
memperlihatkan bahwa dua macam pajak yang diatur di sini merupakan satu kesatuan
sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dipungut satu kali pada sumbernya yaitu pada tingkat
pabrikan, atau pada waktu impor. Pajak Pertambahan Nilai dapat dipungut beberapa kali
pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi
karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap
penyerahan barang atau jasa pada jalur perusahaan berikutnya, maka beban pajak ini pada
akhirnya tidaklah lebih berat.

Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor- faktor produksi di setiap
jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan
barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk
mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja,
dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Tarif yang berlaku atas Penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak dibuat lebih sederhana
dengan menerapkan tarif seragam, artinya, satu macam tarif untuk semua jenis Barang
Kena Pajak. Dengan demikian pelaksanaannya menjadi lebih mudah, tidak memerlukan
daftar penggolongan barang dengan tarif yang berbeda.

Atas barang mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak
Penjualan sebagai suatu upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan
pajak yang sekaligus pula merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang
tidak produktif dalam masyarakat. Sebaliknya atas semua barang yang merupakan hasil
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan hasil agraria lainnya yang
tidak diproses, bukan merupakan sasaran pengenaan pajak.

Selanjutnya atas ekspor barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen)atau dengan
kata lain, dibebaskan dari pajak, bahkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah termasuk
dalam harga barang yang diekspor, dapat dikembalikan. Pembebasan dan pengembalian
pajak yang telah dibayar atas barang yang diekspor ini adalah sesuai dengan prinsip
pengenaan pajak atas konsumsi (pemakaian umum) barang dan jasa di dalam negeri atau
di dalam Daerah Pabean. Karenanya atas barang yang tidak dikonsumsi di dalam negeri
diekspor), tidak dikenakan pajak. Dasar pertimbangan lain adalah agar dalam harga barang
yang diekspor itu tidak termasuk beban pajak sehingga dengan demikian membantu
menekan harga pokok barang ekspor dan meningkatkan daya saingnya di pasaran
internasional. Sebaliknya atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi
barang dalam negeri.

Semua orang atau badan yang menghasilkan, mengimpor, memperdagangkan barang atau
memberikan jasa dapat dikenakan pajak. Namun demikian undang-undang memberikan
pengaturan untuk mengenakan pajak atas penyerahan barang oleh pengusaha yang
menjadi agen atau penyalur dan/atau pedagang eceran serta jasa-jasa tertentu bila
berdasarkan pertimbangan kepentingan pembangunan nasional kesiapan pelaksanaannya
telah dicapai.

Pengusaha kecil yang menghasilkan dan menjual barang atau memberikan jasa dibebaskan
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dari pengenaan pajak. Jadi hanya pengusaha yang menghasilkan (pabrikan)dan
memperdagangkan barang yang tergolong besar saja yang dikenakan pajak.

Dengan demikian dalam undang-undang ini telah diatur secara tegas dan jelas tentang
Pengusaha, Barang, Jasa dan Penyerahan Barang atau Penyerahan Jasa yang dikenakan
pajak.

Atas Penyerahan Barang atau Jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi
Penyerahan Barang yang terhutang pajak. Faktur Pajak ini merupakan ciri khas dari Pajak
Pertambahan Nilai, karena Faktur Pajak ini merupakan bukti pungutan yang bagi
Pengusaha yang dipungut dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak yang
terhutang. Kebijaksanaan khusus mengenai pajak yang dapat dikreditkan diberlakukan
terhadap Pengusaha yang di samping menyerahkan Barang kepada Pengusaha Kena Pajak
juga menyerahkan Barang kepada orang atau badan lainnya yang tidak dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, serta terhadap Pengusaha yang dikenakan pajak dengan pedoman
norma penghitungan Pajak Masukan atas Penyerahan Barang. Dengan demikian efek
berganda dari pungutan pajak dapat dihilangkan karena Pengusaha hanya diharuskan
membayar selisih antara pajak yang harus dipungut dan jumlah pajak yang telah
dibayarnya.

Efek berganda hanya terjadi pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan hal ini
dilakukan secara sadar untuk menegakkan prinsip keadilan dalam pembebanan pajak.

Di samping itu undang-undang ini mengandung unsur mendidik dan membina kesadaran
serta tanggung jawab Pengusaha dengan memberikan kepercayaan untuk memungut dan
menyetorkan sendiri pajak yang terhutang kepada negara.

Dalam rangka ini pulalah hendaknya dilihat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan
seperti pemeriksaan, ketetapan pajak, ketetapan pajak tambahan, sanksi administrasi dan
pidana, serta perlindungan terhadap hak-hak pengusaha dengan memberikan kesempatan
untuk mengajukan keberatan dan banding kepada Badan Peradilan Pajak yang dewasa ini
disebut Majelis Pertimbangan Pajak yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam kaitan inilah Undang-undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Undang-undang
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
ini, karena Undang-undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan memuat
ketentuan tentang prosedur atau tata cara pelaksanaan dan sanksi perpajakan sebagai
pelengkap ketentuan- ketentuan material yang dimuat dalam Undang-undang tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan P ajak Penjualan Atas Barang Mewah ini.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)
UU NOMOR 8 TAHUN 1983 UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS

BARANG MEWAH KONSOLIDASI

Huruf a Cukup jelas.
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Wilayah Republik Indonesia yang tidak
termasuk Daerah Pabean adalah pelabuhan
bebas, bonded area, dan daerah lain yang
ditetapkan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.
Huruf b
Barang yang dimaksud di sini adalah barang
bergerak dan barang tidak bergerak yang
berwujud sesuai dengan ketentuan dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Huruf c
Barang yang kena pajak adalah Barang
sebagai hasil pabrikasi. Barang yang bukan
berasal dari hasil pabrikasi, misalnya barang
hasil pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, perikanan, dan hasil agraria
lainnya yang tidak diolah lebih lanjut, tidak
termasuk dalam pengertian Barang Kena
Pajak.
Huruf d
1) Yang termasuk dalam  pengertian
Penyerahan Barang, Kena Pajak:
a) perjanjian yang dimaksudkan dalam
ketentuan ini meliputi jual beli, tukar
menukar, jual beli dengan angsuran

atau perjanjian lain yang
mengakibatkan penyerahan hak atas
Barang;

b) selain dengan cara dimaksud pada
huruf a diatas, Penyerahan Barang
juga dapat terjadi melalui perjanjian
sewa beli dan leasing. Penyerahan
Barang dianggap telah terjadi pada
saat barang dipindahkan
penguasaannya dari penjual atau
lessor kepada pembeli atau lessee,
meskipun pembayaran dalam bentuk
angsuran sewa beli dilakukan secara
bertahap;

c) pengalihan Barang dalam keadaan
bergerak yaitu perpindahan Barang
karena suatu pesanan atau permintaan
untuk menghasilkan Barang dengan
bahan dan atas petunjuk dari
sipemesan;

d) yang dimaksud dengan pedagang
perantara ialah orang atau badan yang
dalam lingkungan perusahaan atau
pekerjaannya dengan nama sendiri
melakukan perjanjian atau perikatan
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atas dan untuk tanggungan orang lain
dengan mendapat upah atau balas jasa
tertentu, misalnya komisioner. Yang
dimaksud dengan juru lelang di sini
adalah juru lelang Pemerintah atau
yang ditunjuk oleh Pemerintah;

e) pemakaian sendiri diartikan
pemakaian untuk kepentingan
Pengusaha sendiri, pengurus, atau
karyawannya. Sedangkan pemberian
Cuma-cuma diartikan sebagai
pemberian yang diberikan tanpa
pembayaran, antara lain pemberian
contoh barang untuk promosi kepada
relasi atau pembeli;

f) persediaan Barang Kena Pajak yang
masih tersisa pada saat pembubaran
perusahaan disamakan dengan
pemakaian sendiri, oleh karena itu
dianggap sebagai penyerahan barang
yang dikenakan pajak.

2) Yang tidak termasuk dalam pengertian
Penyerahan Barang Kena Pajak
sebagaimana tersebut dalam angka 2
sebagai berikut:

a) cukup jelas;

b) cukup jelas;

c) yang dimaksud dengan perusahaan
atau bagian-bagiannya adalah aktiva
yang menurut tujuan semula tidak
untuk dijual.

Hurufe

Semua kegiatan pelayanan dan pekerjaan

jasa, antara lain jasa angkutan, borongan,

persewaan barang bergerak, persewaan tidak

bergerak, hiburan. biro perjalanan,
perhotelan, jasa notaris, pengacara, akuntan,
konsultan, kantor administrasi, dan

komisioner, termasuk dalam pengertian Jasa.
Huruf f
Jasa Kena Pajak diartikan sebagai Jasa yang
dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
huruf d dan ayat (2) hurufb.
Huruf g
Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan
ayat (2) hurufb.
Huruf h
Kegiatan memasukkan Barang dari
pelabuhan bebas atau bonded area ke Daerah
Pabean termasuk pula dalam pengertian
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Impor.
Huruf i

Kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah

Pabean ke pelabuhan bebas atau bonded area

termasuk pula dalam pengertian Ekspor.

Huruf
Dalam pengertian Perdagangan termasuk
kegiatan tukar menukar barang.

Huruf k

Pengusaha dapat berbentuk usaha
perorangan atau badan yang terdiri dari
perseroan terbatas, perseroan komanditer,
badan usaha milik Negara dan Daerah dengan
nama dan dalam  bentuk  apapun,
persekutuan, perseroan, atau perkumpulan
lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi,
yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha
tetap.

Orang atau badan tersebut melakukan

kegiatan

1) menghasilkan Barang seperti dimaksud
dalam huruf m. Pengusahanya disebut
Pabrikan atau Produsen;

2) usaha jasa. Pengusahanya disebut
Pengusaha Jasa;

3) usaha  Perdagangan. Pengusahanya
disebut Pedagang;

4) Impor. Pengusahanya disebut Importir.
Untuk menjaga kemungkinan penafsiran
yang sangat luas, maka pengertian
Pengusaha dibatasi pada orang atau
badan yang melakukan kegiatan tersebut
di atas dalam lingkungan perusahaan
atau pekerjaannya. Bila unsur ini tidak
dipenuhi maka orang atau badan
dimaksud tidak merupakan Pengusaha.

Huruf1
Pengertian "dikenakan pajak berdasarkan
undang-undang ini" adalah dikenakan pajak
berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5. Pada
dasarnya semua Pengusaha Kena Pajak
dikenakan pajak akan tetapi undang-undang
ini memberikan pengecualian terhadap

Pengusaha Kena Pajak yang tergolong sebagai

pengusaha kecil meskipun melakukan

Penyerahan Barang Kena Pajak. Pembebasan

ini bertujuan untuk mendorong
pengembangan pengusaha kecil.
Huruf m

Perubahan bentuk atau sifat barang terjadi
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karena adanya atau dilakukannya suatu

proses pengolahan yang menggunakan satu

faktor produksi atau lebih, termasuk
kegiatan:

- merakit : menggabungkan bagian-bagian
lepas dari suatu Barang menjadi barang
setengah jadi atau barang jadi seperti
merakit mobil, barang elektronik, perabot
rumah tangga, dan sebagainya;

- memasak : mengolah Barang dengan cara
memanaskan. Pengertian memanaskan
termasuk merebus, membakar, mengasap,
memanggang, dan menggoreng, baik
dicampur dengan bahan lain atau tidak;

- mencampur : mempersatukan dua atau
lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu
atau lebih barang lain;

- mengemas : menempatkan suatu Barang
ke dalam suatu benda yang melindunginya
dari kerusakan dan/atau untuk
meningkatkan kekuatan pemasarannya;

- membotolkan: memasukkan minuman
atau benda cair ke dalam botol yang
ditutup menurut cara tertentu;

- menambang: mengambil hasil sumber
kekayaan alam dari permukaan atau dari
dalam tanah, baik di darat maupun dilaut,
dan  kegiatan lain yang  dapat
dipersamakan dengan kegiatan itu atau
menyuruh orang atau badan lain
melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Ketentuan ini mengatur pula Kkegiatan

tertentu yang hasilnya tidak dikenakan pajak

menurut undang-undang ini seperti tersebut
pada angka 1) sampai dengan angka 5)yang
dapat dijelaskan sebagai berikut:

- angka 1)dan angka 2)adalah kegiatan di
bidang wusaha yang bersifat agraris
(pertanian, perkebunan dan kehutanan,
peternakan dan perikanan)yang hasilnya
diperoleh melalui proses pertumbuhan
dan populasi (bukan pabrikasi) serta
banyak dipengaruhi oleh faktor alam;

- angka 3)adalah kegiatan melalui proses
mengeringkan dan menggarami makanan
dari barang yang di hasilkan bidang usaha
tersebut pada angka 1) dan 2) dengan cara
sederhana, misalnya mengeringkan atau
menggarami ikan menjadi ikan asin;

- angka 4)adalah kegiatan membungkus
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atau mengepak Barang sebagai kegiatan
pelayanan lebih lanjut dari suatu kegiatan
penjualan Barang yang dilakukan oleh
pedagang besar atau pengecer, yang
berbeda dengan pengertian mengemas;

- angka 5) Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Semua biaya seperti biaya pemasangan,

asuransi, biaya bantuan teknik, biaya

pemeliharaan, biaya pengiriman, komisi,
biaya garansi, bunga, dan biaya lain
sepanjang berkaitan dengan penyerahan

Barang, merupakan unsur Harga Jual yang

dikenakan pajak.

Yang dapat dikurangkan dari Harga Jual

adalah:

1) Potongan harga seperti potongan tunai
atau rabat, sepanjang masih dalam batas
adat kebiasaan pedagang yang baik,
dapat dikurangkan dari Harga Jual
asalkan tercantum dalam Faktur Pajak.
Tidak termasuk dalam pengertian
potongan harga adalah bonus, komisi,
premi, atau balas jasa lainnya yang
diberikan dalam rangka menjualkan
Barang;

2) Barang yang dikembalikan karena rusak,
perbedaan mutu, jenis atau tipe, dan
barang yang hilang dalam perjalanan.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan

Pajak adalah Harga Patokan Impor (HPI) atau

Cost Insurance and Freight (CIF) sebagai

dasar penghitungan bea masuk ditambah

dengan semua biaya dan pungutan lain
menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan Pabean.

Hurufr

Pengertian Pembeli dalam undang-undang ini

lebih luas dari pengertian pembeli pada

umumnya, karena di dalamnya termasuk
orang atau badan yang menerima atau
dianggap menerima Penyerahan Barang Kena

Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Huruf's

Cukup jelas.
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Huruf t
Cukup jelas.

Hurufu
Pembeli. Penerima Jasa atau Importir wajib
membayar Pajak Pertambahan Nilai dan
menerima bukti pungutan pajak pada saat
menerima Penyerahan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak atau pada saat Impor
Barang Kena Pajak. Pajak yang dibayar inilah
yang dinamakan Pajak Masukan.

Huruf v
Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib
memungut Pajak Pertambahan Nilai. Pajak
yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak
inilah yang dinamakan Pajak Keluaran.

Huruf w
Ketentuan ini dimaksudkan untuk
memberikan kepastian bagi Pengusaha Kena
Pajak bahwa pajak terhutang atas seluruh
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak yang dilakukan selama satu bulan
takwim. Namun demikian, Menteri Keuangan
diberi wewenang untuk menentukan Masa
Pajak lain dari satu bulan takwim guna
memudahkan instansi lain membantu
pemungutan pajak, misalnya dalam hal
Impor.

Pasal 1A
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perjanjian" meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli
dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas
barang.

Hurufb
Penyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan/atau
perjanjian sewa guna usaha (leasing).
Yang dimaksud dengan "pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa
guna usaha (leasing)" adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang disebabkan oleh
perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi.
Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka
perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap
diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier) kepada pihak
yang membutuhkan barang (lessee).

Huruf c
Yang dimaksud dengan "pedagang perantara" adalah orang pribadi atau badan yang
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian
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atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau
balas jasa tertentu, misalnya komisioner.

Yang dimaksud dengan "juru lelang" adalah juru lelang Pemerintah atau yang
ditunjuk oleh Pemerintah.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan
pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun
bukan produksi sendiri.
Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma"” adalah pemberian yang diberikan
tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri,
seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli

Hurufe
Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/ atau aktiva yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,
disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang
Kena Pajak.
Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e ini adalah penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) hurufe.

Huruf f
Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik
sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan Barang Kena Pajak
antartempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.
Yang dimaksud dengan "pusat"” adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan.
Yang dimaksud dengan "cabang" antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit
pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya.

Huruf g
Dihapus.

Huruf h

Contoh:

Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk
membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan
nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah
harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya
kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor
tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "makelar" adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh
Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu.
Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan
mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain
yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja.
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Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha,
baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut
telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak,
pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan
usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antarcabang) dianggap tidak
termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan
Barang Kena Pajak antartempat pajak terutang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemecahan usaha" adalah pemisahan usaha sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk

tujuan setoran modal pengganti saham, yang dilakukan oleh:

a. Pengusaha Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak lainnya, tidak termasuk
dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga tidak ada Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang;

b. pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga terdapat
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang namun tidak dipungut oleh pengusaha
tersebut karena belum atau tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau

c. Pengusaha Kena Pajak kepada pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang
Kena Pajak sehingga terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang harus
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal Barang Kena Pajak yang
dialihkan berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
maka Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pengalihan Barang Kena
Pajak tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan.

Hurufe

Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang Pajak
Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (8) huruf b dan/atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station
wagon yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c tidak termasuk dalam pengertian
penyerahan Barang Kena Pajak.

Pasal 2
(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)
UU NOMOR 8 TAHUN 1983 UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
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BARANG MEWAH KONSOLIDASI

Ayat (1)
Pengaruh hubungan istimewa seperti yang
dimaksud dalam undang-undang ini ialah
adanya kemungkinan harga yang ditekan
lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini
Direktur  Jenderal @ Pajak  mempunyai
kewenangan melakukan penyesuaian Harga
Jual atau penggantian yang menjadi Dasar
Pengenaan Pajak dengan harga pasar wajar

Ayat (1)
Pengaruh hubungan istimewa seperti
dimaksud dalam Undang-undang ini
ialah adanya kemungkinan harga
yang ditekan lebih rendah dari harga
pasar. Dalam hal ini, Direktur
Jenderal Pajak mempunyai
kewenangan melakukan penyesuaian
Harga Jual atau Penggantian yang

yang berlaku di pasaran bebas.

menjadi Dasar Pengenaan Pajak
dengan harga pasar wajar yang
berlaku di pasaran bebas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan pemilikan dalam
ayat ini, menyangkut bidang permodalan,
sedangkan  penguasaan  berhubungan
dengan bidang manajemen, termasuk
hubungan kekeluargaan antara para pihak
yang bersangkutan.

Kata langsung di sini diartikan bahwa
seluruh atau sebagian modal atau
manajemen dari dua perusahaan atau
lebih yang terlibat dalam penyerahan
Barang (penjual dan pembeli) dimiliki dan
dilaksanakan oleh Pengusaha yang sama
atau di bawah penguasaan Pengusaha yang
sama. Kata tidak langsung diartikan bila
pemilikan dan penguasaan itu diperoleh
karena adanya hubungan keluarga antara
Pengusaha dengan pemilik modal atau
pelaksana manajemen dari perusahaan-
perusahaan tersebut, misalnya bila seluruh
atau sebagian modal atau manajemen
berada di tangan isteri, anak, atau keluarga
lainnya dari Pengusaha;

Huruf b

Penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dihitung dari modal saham
atau modal ditempatkan atau modal
disetor. Bila salah satu hasil hitungan itu
menunjukkan penyertaan modal
berjumlah 25% (dua puluh lima persen)
atau lebih, maka dianggap telah ada
hubungan istimewa.

Ayat (2)

Hubungan istimewa antara
Pengusaha Kena Pajak dengan pihak
yang menerima penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
dapat terjadi karena ketergantungan
atau keterikatan satu dengan yang
lain yang disebabkan karena:

- faktor kepemilikan atau
penyertaan;

- adanya penguasaan melalui
manajemen atau penggunaan
teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas,

hubungan istimewa diantara orang

pribadi dapat pula terjadi karena
adanya hubungan darah atau karena
perkawinan.

a) Hubungan istimewa dianggap
ada apabila terdapat hubungan
kepemilikan yang berupa
penyertaan modal sebesar 25%
(dua puluh lima persen) atau

lebih, baik secara langsung
ataupun tidak langsung.
Contoh:

Kalau PT. A mempunyai 50%
(lima puluh persen) saham PT. B,
pemilikan saham oleh PT. A
merupakan penyertaan langsung.
Selanjutnya apabila PT. B
tersebut mempunyai 50% (lima
puluh persen) saham PT. C, maka
PT. A sebagai pemegang saham
PT. B secara tidak langsung
mempunyai penyertaan pada PT.
C sebesar 25% (dua puluh lima
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persen). Dalam hal demikian,
antara PT. A, PT. B, dan PT. C
dianggap terdapat hubungan
istimewa.

Apabila PT. A juga memiliki 25%
(dua puluh lima persen) saham
PT. D, maka antara PT. B, PT. C,
dan PT. D dianggap terdapat
hubungan istimewa. Hubungan
kepemilikan seperti tersebut di
atas juga dapat terjadi antara
orang pribadi dan badan.

b) Hubungan antara pengusaha

seperti digambarkan pada huruf
a dapat juga terjadi Kkarena
penguasaan melalui manajemen
atau penggunaan teknologi,
kendatipun tidak  terdapat
hubungan kepemilikan.
Hubungan istimewa dianggap
ada apabila satu atau lebih
perusahaan berada di bawah
penguasaan pengusaha yang
sama. Demikian juga hubungan
antara beberapa perusahaan
yang berada dalam penguasaan
pengusaha yang sama tersebut.

c) Yang dimaksud dengan

hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu
derajat adalah ayah, ibu, dan
anak, sedangkan hubungan
keluarga sedarah dalam garis
keturunan ke samping satu
derajat adalah kakak dan adik.
Yang dimaksud dengan keluarga
semenda dalam garis keturunan
lurus satu derajat adalah mertua
dan anak tiri, sedangkan
hubungan keluarga semenda
dalam garis keturunan ke
samping satu derajat adalah ipar.
Apabila antara suami istri
mempunyai perjanjian
pemisahan harta dan
penghasilan, maka hubungan
antara suami istri tersebut
termasuk dalam  pengertian
hubungan istimewa menurut
Undang-undang ini.
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(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

Orang atau badan yang mengekspor Barang
dan/atau yang menyerahkan Barang di
Daerah Pabean kepada Pengusaha Kena Pajak
tidak wajib melaporkan usahanya. Akan
tetapi bila berdasarkan beberapa
pertimbangan, misalnya untuk dapat
mengkreditkan atau meminta kembali Pajak
Masukan, orang atau badan tersebut dapat
memilih atau meminta untuk dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak.

UU NOMOR 8 TAHUN 1983 UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Ayat (3)

Surat Keputusan Pengukuhan yang
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak
tidak merupakan dasar untuk menentukan
mulai saat terhutangnya pajak, tetapi hanya
merupakan  sarana  administrasi  dan
pengawasan bagi aparatur perpajakan, sebab
saat pajak terhutang ditentukan oleh adanya
obyek yang dikenakan pajak.

Ayat (4)

Bila Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan
usahanya, maka ia dianggap telah melanggar
kewajibannya dengan iktikad tidak baik dan
melalaikan kepercayaan yang telah diberikan
kepadanya. Karena itu sudah sewajarnya atas
pelanggaran tersebut selain harus menyetor
pajak yang terhutang, Pengusaha Kena Pajak
juga dikenakan sanksi berupa denda
administrasi sebesar 2% (dua persen)
dari seluruh Dasar Pengenaan Pajak yang
timbul sebelum Pengusaha dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Dihapus.

Pasal 3A

(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)
(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

Ayat (1)
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Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak
Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
diwajibkan:
a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. memungut pajak yang terutang;
c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak
Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta
menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; da
d. melaporkan penghitungan pajak. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil
yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak, Undang-Undang
ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

Ayat (3)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus dipungut
oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Pasal 4

(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983 UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI
Ayat (1) Ayat (1)
Huruf a Huruf a
Penyerahan Barang yang terhutang pajak Pengusaha  yang  melakukan

harus memenuhi syarat-syarat sebagai

kegiatan penyerahan Barang Kena

berikut : Pajak meliputi baik pengusaha
- Barang yang diserahkan adalah Barang yang telah dikukuhkan menjadi
Kena Pajak; Pengusaha Kena Pajak
- tindakan penyerahan adalah sebagaimana dimaksud dalam
penyerahan kena pajak; Pasal 3A ayat (1) maupun
- penyerahan dilakukan oleh Pengusaha pengusaha yang  seharusnya
Kena Pajak atau Pengusaha yang dikukuhkan menjadi Pengusaha
memilih untuk dikukuhkan menjadi Kena  Pajak, tetapi  belum
Pengusaha Kena Pajak; dikukuhkan. Penyerahan barang
- penyerahan dilakukan dalam Daerah yang  dikenai  pajak  harus
Pabean Republik Indonesia, termasuk memenuhi syarat-syarat sebagai
penyerahan untuk Ekspor, meskipun berikut:
atas Ekspor dikenakan tarif 0% (nol a. barang berwujud yang
persen); diserahkan merupakan
- penyerahan dilakukan dalam Barang Kena Pajak;
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pekerjaannya,
aktiva yang tidak dimaksudkan untuk

lingkungan perusahaan atau
pekerjaannya sebagai Pengusaha Kena
Pajak, artinya dalam rangka
kegiatannya sehari-hari sebagai

Pengusaha Kena Pajak. Penyerahan
Barang yang dilakukan tidak dalam
rangka menjalankan perusahaan atau
misalnya pengoperan

dijual, tidak terhutang pajak.

Golongan Pengusaha Kena Pajak yang
terhutang pajak adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Pengusaha Kena Pajak yang
menghasilkan Barang Kena Pajak.
Golongan Pengusaha ini disebut
Pabrikan atau  Produsen. Atas

penyerahan Barang Kena Pajak hasil
produksi pabrikan itu kepada pihak
mana pun terhutang pajak

Pengusaha yang mengimpor Barang
Kena Pajak. Atas penyerahan Barang
Kena Pajak oleh Importir kepada pihak
mana pun terhutang pajak;

Pengusaha yang mempunyai
hubungan istimewa dengan Pabrikan
dan/atau dengan Importir.
Penyerahan Barang Kena Pajak oleh
Pengusaha yang mempunyai
hubungan istimewa dengan Pabrikan
atau Importir kepada pihak mana pun
terhutang pajak;

Agen dan penyalur utama dari
Pabrikan dan Importir. Ditetapkannya
agen dan penyalur utama dari
Pabrikan dan Importir sebagai
Pengusaha Kena Pajak berdasarkan
pertimbangan adanya  hubungan
khusus  diantara mereka yang
berpengaruh atas sistem perdagangan
dan pemasaran barang. Pabrikan atau
Importir adalah pihak yang menyuruh,
atau meminta atau memberikan hak
kepada penyalur atau agen utama
untuk memasarkan Barang hasil
produksinya atau Barang yang
diimpornya berdasarkan jenis Barang
dan/atau wilayah pemasaran tertentu
menurut perjanjian yang disetujui
bersama.

Atas penyerahan Barang Kena Pajak

b. barang tidak berwujud yang

diserahkan merupakan
Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud;

c. penyerahan dilakukan di
dalam Daerah Pabean; dan

d. penyerahan dilakukan dalam
rangka Kkegiatan usaha atau
pekerjaannya.

Huruf b
Pajak juga dipungut pada saat
impor Barang Kena Pajak.

Pemungutan dilakukan melalui
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Berbeda dengan penyerahan
Barang Kena Pajak pada huruf a,
siapapun  yang  memasukkan
Barang Kena Pajak ke dalam
Daerah Pabean, tanpa
memperhatikan apakah dilakukan
dalam rangka kegiatan usaha atau

pekerjaannya atau tidak, tetap
dikenai pajak.

Huruf ¢
Pengusaha  yang  melakukan

kegiatan penyerahan Jasa Kena
Pajak meliputi baik pengusaha
yang telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3A ayat (1) maupun
pengusaha yang  seharusnya
dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena  Pajak, tetapi belum

dikukuhkan. Penyerahan jasa yang

terutang pajak harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

a. jasa yang diserahkan
merupakan Jasa Kena Pajak;

b. penyerahan dilakukan di dalam
Daerah Pabean; dan

c. penyerahan dilakukan dalam

kegiatan usaha atau
pekerjaannya.
Termasuk  dalam  pengertian
penyerahan Jasa Kena Pajak

adalah Jasa Kena Pajak yang
dimanfaatkan untuk kepentingan
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oleh agen atau penyalur utama kepada
pihak mana pun terhutang pajak,

5) Pengusaha yang menjadi pemegang
atau pemegang hak menggunakan
paten dan merek dagang dari Barang
Kena Pajak.

Ditetapkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak, oleh karena Pengusaha tersebut
telah mempunyai hak dan kekuasaan
untuk menghasilkan, memasarkan
atau menyuruh orang lain melakukan
kegiatan itu menurut perjanjian yang
disetujui bersama.

Atas Penyerahan Barang Kena Pajak
oleh Pengusaha tersebut kepada pihak
manapun terhutang pajak;

Huruf b

Pengusaha yang memilih untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak hanya terhutang pajak atas
Penyerahan Barang Kena Pajak yang
dilakukan kepada Pabrikan atau
Pengusaha Kena Pajak lainnya;

Huruf c

Pajak juga dipungut pada saat Impor
Barang. Pemungutan dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Berbeda dengan Penyerahan Barang Kena
Pajak tersebut pada huruf a dan b, maka
siapa pun yang memasukkan Barang Kena
Pajak kedalam Daerah Pabean tanpa
memperhatikan apakah dilakukan dalam
lingkungan perusahaan atau pekerjaannya
atau tidak, tetap dikenakan pajak;

Huruf d

Pada dasarnya semua Jasa dapat
dikenakan pajak. Meskipun demikian Jasa
di bidang pendidikan, sosial, agama, dan
kesehatan yang diselenggarakan untuk
kepentingan umum dan tidak semata-mata
mencari laba tidak dimaksudkan untuk
dikenakan Pajak dalam rangka melindungi
kepentingan umum.

sendiri dan/atau yang diberikan
secara cuma-cuma.

Huruf d

Untuk dapat memberikan
perlakuan pengenaan pajak yang
sama dengan impor Barang Kena
Pajak, atas Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud yang berasal dari
luar  Daerah  Pabean yang
dimanfaatkan oleh siapa pun di
dalam Daerah Pabean juga dikenai
Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh:

Pengusaha A yang berkedudukan
di Jakarta memperoleh hak
menggunakan merek yang dimiliki
Pengusaha B yang berkedudukan
di Hongkong. Atas pemanfaatan
merek tersebut oleh Pengusaha A
di dalam Daerah Pabean terutang
Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf e

Jasa yang berasal dari luar Daerah
Pabean yang dimanfaatkan oleh
siapa pun di dalam Daerah Pabean
dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C
di Surabaya memanfaatkan Jasa
Kena Pajak dari Pengusaha B yang
berkedudukan di Singapura. Atas
pemanfaatan Jasa Kena Pajak
tersebut terutang Pajak
Pertambahan Nilai.

Huruf f
Berbeda dengan pengusaha yang
melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan/atau
huruf ¢, pengusaha yang
melakukan ekspor Barang Kena
Pajak Berwujud hanya pengusaha
yang telah dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3A ayat (1).
Huruf g
Sebagaimana  halnya dengan
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kegiatan ekspor Barang Kena

Pajak Berwujud, pengusaha yang

melakukan ekspor Barang Kena

Pajak Tidak Berwujud hanya

pengusaha yang telah dikukuhkan

menjadi Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3A ayat (1). Yang dimaksud

dengan "Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud” adalah:

1. penggunaan atau hak
menggunakan hak cipta di
bidang kesusastraan, kesenian
atau karya ilmiah, paten,
desain atau model, rencana,
formula atau proses rahasia,
merek dagang, atau bentuk
hak kekayaan
intelektual/industrial atau hak
serupa lainnya;

2. penggunaan atau hak
menggunakan peralatan/
perlengkapan industrial,

komersial, atau ilmiah;

3. pemberian pengetahuan atau
informasi di bidang ilmiah,
teknikal, industrial, atau
komersial;

4, pemberian bantuan tambahan
atau pelengkap sehubungan
dengan penggunaan atau hak

menggunakan hak-hak
tersebut pada angka 1,
penggunaan atau hak
menggunakan peralatan/

perlengkapan tersebut pada
angka 2, atau pemberian
pengetahuan atau informasi
tersebut pada angka 3,

berupa:
a) penerimaan atau hak
menerima rekaman

gambar atau rekaman
suara atau keduanya, yang
disalurkan kepada
masyarakat melalui satelit,
kabel, serat optik, atau
teknologi yang serupa;

b) penggunaan atau hak
menggunakan rekaman
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gambar atau rekaman
suara atau keduanya,
untuk siaran televisi atau
radio yang disiarkan/
dipancarkan melalui
satelit, kabel, serat optik,
atau teknologi yang
serupa; dan

c) penggunaan atau hak
menggunakan sebagian
atau seluruh spektrum
radio komunikasi;

5. penggunaan atau hak
menggunakan film gambar
hidup (motion picture films),
film atau pita video untuk
siaran televisi, atau pita suara
untuk siaran radio; dan

6. pelepasan seluruhnya atau
sebagian hak yang berkenaan
dengan penggunaan atau
pemberian hak kekayaan
intelektual /industrial atau
hak-hak lainnya sebagaimana
tersebut di atas.

Huruf h

Termasuk dalam  pengertian
ekspor Jasa Kena Pajak adalah
penyerahan Jasa Kena Pajak dari
dalam Daerah Pabean ke luar
Daerah Pabean oleh Pengusaha
Kena Pajak yang menghasilkan
dan melakukan ekspor Barang
Kena Pajak Berwujud atas dasar
pesanan atau permintaan dengan
bahan dan atas petunjuk dari
pemesan di luar Daerah Pabean.

Ayat (2)
Huruf a

Berdasarkan pertimbangan perkembangan
ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana
untuk pembangunan, Pemerintah diberi
wewenang untuk memperluas pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan
Barang Kena Pajak oleh pedagang besar,
agen atau penyalur, dan pedagang eceran
besar umpamanya super market;

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)
(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (1)
Dihapus.
Ayat (2)
Huruf a
Dihapus.
Hurufb
Dihapus.
Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Dihapus.

Huruf b
Dihapus.

Huruf c
Dihapus.

Huruf d
Dihapus.

Huruf e
Dihapus.

Huruf f

Jasa keagamaan meliputi:

1. jasapelayanan rumah ibadah;

2. jasa pemberian khotbah atau dakwah;

3. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
4. jasalainnya di bidang keagamaan.

Huruf g
Dihapus.
Huruf h

Cukup jelas.

Hurufi
Dihapus.
Hurufj
Dihapus.
Huruf k
Dihapus.
Huruf I

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.
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Huruf o
Dihapus.
Huruf p
Dihapus.
Huruf q
Cukup jelas.

Pasal 5

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW

I

(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

Ayat (1)
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
dikenakan di samping Pajak Pertambahan
Nilai, artinya penyerahan atau Impor
Barang Mewah dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai dan sebagai
tambahannya juga dikenakan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah tidak
dikenakan terhadap semua penyerahan
Barang Mewah melainkan hanya atas
penyerahan yang dilakukan oleh :
a. Pabrikan atau Produsen Barang Mewabh;
b. Siapa pun yang mengimpor Barang
Mewah tanpa memperhatikan apakah
Impor tersebut dilakukan terus
menerus atau dilakukan hanya sekali-
sekali saja.

Ayat (1)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak

yang tergolong mewah oleh produsen

atau atas impor Barang Kena Pajak yang

tergolong mewah, di samping dikenai

Pajak Pertambahan Nilai, dikenai juga

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

dengan pertimbangan bahwa:

a. perlu keseimbangan pembebanan
pajak antara konsumen yang

berpenghasilan rendah dan
konsumen yang berpenghasilan
tinggi;

b. perlu adanya pengendalian pola
konsumsi atas Barang Kena Pajak
yang tergolong mewabh;

c. perlu adanya perlindungan terhadap
produsen kecil atau tradisional; dan

d. perlu untuk mengamankan
penerimaan negara.

Yang dimaksud dengan "Barang Kena

Pajak yang tergolong mewah” adalah:

(1) barang yang bukan merupakan
barang kebutuhan pokok;

(2) barang yang dikonsumsi oleh
masyarakat tertentu;

(3)barang yang pada umumnya
dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; dan/atau

(4) barang yang dikonsumsi untuk
menunjukkan status.

Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah atas impor Barang Kena Pajak

yang tergolong mewah tidak

memperhatikan siapa yang mengimpor

Barang Kena Pajak tersebut serta tidak
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Yang termasuk dalam pengertian

memperhatikan apakah impor tersebut
dilakukan secara terus-menerus atau
hanya sekali saja.

Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah terhadap suatu
penyerahan Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah tidak memperhatikan
apakah suatu bagian dari Barang Kena
Pajak tersebut telah dikenai atau tidak
dikenai Pajak Penjualan atas Barang
Mewah pada transaksi sebelumnya.

menghasilkan pada ayat ini adalah

kegiatan:

(1) merakit, yaitu menggabungkan
bagian-bagian lepas dari suatu
barang menjadi barang setengah jadi
atau barang jadi, seperti merakit
mobil, barang elektronik, dan
perabot rumah tangga;

(2) memasak, yaitu mengolah barang
dengan cara memanaskan baik
dicampur bahan lain maupun tidak;

(3) mencampur, yaitu mempersatukan
dua atau lebih unsur (zat) untuk
menghasilkan satu atau lebih barang
lain;

(4) mengemas, yaitu menempatkan
suatu barang ke dalam suatu benda
untuk melindunginya dari
kerusakan dan/atau untuk
meningkatkan pemasarannya; dan

(5) membotolkan, yaitu memasukkan
minuman atau benda cair ke dalam
botol yang ditutup menurut cara
tertentu;

serta kegiatan lain yang dapat

dipersamakan dengan kegiatan itu atau

menyuruh orang atau badan lain
melakukan kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Pengertian umum dari Pajak Masukan
hanya berlaku pada Pajak Pertambahan
Nilai, dan tidak dikenal pada Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah. Oleh
karena itu Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang telah dibayar tidak dapat
dikreditkan dengan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang terhutang. Dengan

Ayat (2)

Pengertian umum dari Pajak Masukan
hanya berlaku pada Pajak
Pertambahan Nilai dan tidak dikenal
pada Pajak Penjualan atas Barang
Mewah. Oleh karena itu, Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang
telah dibayar tidak dapat dikreditkan
dengan Pajak Penjualan atas Barang

demikian prinsip pemungutannya hanya Mewah vyang terutang. Dengan
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satu kali saja, yaitu pada waktu : demikian, prinsip pemungutannya

a. penyerahan oleh Pabrikan atau hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada
Produsen Barang Mewabh, atau waktu:

b. Impor Barang Mewabh; (1) penyerahan oleh pabrikan atau

Penyerahan pada tingkat berikutnya produsen Barang Kena Pajak yang

tidak lagi dikenakan pajak. tergolong mewah; atau

(2) impor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewabh.

Penyerahan pada tingkat berikutnya

tidak lagi dikenai Pajak Penjualan atas

Barang Mewabh.

Pasal 5A

(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

Ayat (1)
Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh pembeli,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak
yang dikembalikan tersebut mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dan mengurangi:

a.

b.

Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas
Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan;

biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal pajak atas Barang Kena
Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya
atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
biaya atau harta bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal pajak atas
Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau
telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Jasa Kena Pajak yang dibatalkan” adalah pembatalan seluruhnya
atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima Jasa Kena Pajak.
Dalam hal Jasa Kena Pajak yang diserahkan ternyata dibatalkan, baik sebagian maupun
seluruhnya oleh penerima Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai dari Jasa Kena Pajak
yang dibatalkan tersebut mengurangi Pajak Keluaran yang terutang oleh Pengusaha Kena
Pajak pemberi Jasa Kena Pajak dan mengurangi:

a.

b.

Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa Kena Pajak, dalam hal Pajak
Masukan atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan telah dikreditkan;

biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa Kena Pajak, dalam hal Pajak
Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut tidak dikreditkan dan
telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga
perolehan harta tersebut; atau

biaya atau harta bagi penerima Jasa Kena Pajak yang bukan Pengusaha Kena Pajak
dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut telah
dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga
perolehan harta tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
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I

(Ketentuan dihapus dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

Ayat (1)

Terselenggaranya  pencatatan  semua
jumlah harga perolehan dan Penyerahan
Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
serta segala hal ihwal yang berhubungan
dengannya, merupakan pencerminan
teraturnya pembukuan sehingga Dasar
Pengenaan Pajak dapat ditentukan dengan
mudah dan benar.

Ayat (2)
Hal-hal yang diwajibkan untuk dicatat
ditentukan pada ayat ini, antara lain :
- jumlah harga perolehan atau Nilai

Impor;
- jumlah Harga Jual atau nilai
Penggantian;

- jumlah Harga Jual dari bukan Barang
Kena Pajak (hasil agraria, perikanan,
kehutanan, dan sebagainya);

- jumlah nilai Ekspor;

- jumlah Harga Jual yang dikenakan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Ayat (3)
Yang harus dicatat oleh Pengusaha yang
berdasarkan Undang-undang tentang
Pajak Penghasilan dikenakan Pajak dengan
pedoman Norma Penghitungan, hanyalah
nilai peredaran bruto setiap bulan yang
menjadi Dasar Pengenaan Pajak.

Dihapus.

Pasal 7

(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983 UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI
Ayat (1) Ayat (1)
Secara umum tarif Pajak Pertambahan Cukup jelas.

Nilai yang berlaku adalah 10% (sepuluh
persen). Pada saat berlakunya undang-
undang ini pengenaan pajak masih pada
tingkat Penyerahan Barang oleh Pabrikan
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atau Importir, sehingga tarif efektif yang
menjadi beban konsumen tidak akan
mencapai 10% (sepuluh persen) dari
harga eceran, sebab Pertambahan Nilai
yang terjadi dalam sektor perdagangan
belum dikenakan pajak ini.

Ayat (2)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang
dikenakan atas konsumsi Barang di dalam
negeri, maka Barang yang diekspor atau
dikonsumsi diluar negeri tidak dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karenanya
Barang yang diekspor dikenakan tarif 0%
(nol persen). Dengan tarif 0% (nol persen)
ini Pajak Masukan yang telah dibayar
Eksportir pada waktu perolehan Barang
yang diekspor tersebut dapat diminta
pengembaliannya. Dengan demikian dalam
harga Barang yang diekspor tersebut tidak
ada lagi unsur Pajak Pertambahan Nilai.

Ayat (2)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas
konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena pajak di dalam Daerah
Pabean. Oleh karena itu, atas ekspor
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
pajak untuk konsumsi di luar Daerah
Pabean dikenai pajak pertambahan Nilai
dengan tarif 0% (nol persen).
Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak
berarti pembebasan dari pengenaan
pajak pertambahan Nilai. Dengan
demikian, Pajak Masukan yang telah
dibayar untuk perolehan Barang Kena
pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
berkaitan dengan kegiatan tersebut
dapat dikreditkan.

Ayat (3)

Berdasarkan pertimbangan perkembangan
ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan
dana untuk pembangunan, Pemerintah
diberi wewenang untuk mengubah tarif
pajak menjadi serendah-rendahnya 5%
(lima persen) dan setinggi-tingginya 15%
(lima belas persen). Perubahan tarif ini
tidak boleh meninggalkan prinsip tarif
tunggal, artinya harus diberlakukan tarif
yang sama untuk semua Penyerahan
Barang Kena Pajak dan Jasa kena Pajak.

Ayat (3)

Berdasarkan pertimbangan
perkembangan ekonomi dan/atau
peningkatan kebutuhan dana untuk
pembangunan, tarif Pajak pertambahan
Nilai dapat diubah menjadi paling
rendah 5% (lima persen) dan paling
tinggi 15% (lima belas persen).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Dewan
perwakilan Rakyat Republik
Indonesia” adalah alat kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia yang bersifat tetap, yaitu
komisi yang tugas dan kewenangannya
di bidang keuangan, perbankan, dan
perencanaan pembangunan.

Pasal 8

(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

UUNOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
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BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

Ayat (1)

Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
terdiri dari dua macam, yaitu 10%
(sepuluh persen) dan 20% (dua puluh
persen). Pajak  Penjualan  tersebut
dikenakan sebagai tambahan dari Pajak
Pertambahan Nilai, dan bukan sebagai
pengganti dari pajak tersebut. Oleh karena
itu Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
dipungut bersama-sama dengan Pajak
Pertambahan Nilai. Perbedaan tarif 10%
(sepuluh persen) dan 20% (dua puluh
persen) diberlakukan berdasarkan
kenyataan adanya perbedaan pada tingkat
kemewahan dari Barang-barang yang
bersangkutan.

Ayat (1)

Tarif Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dapat ditetapkan dalam
beberapa kelompok tarif, yaitu tarif
paling rendah 10% (sepuluh persen)
dan paling tinggi 200% (dua ratus
persen). Perbedaan Kkelompok tarif
tersebut didasarkan pada
pengelompokan Barang Kena Pajak
yang tergolong mewah yang dikenai
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1).

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2).

Ayat (2)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah
adalah pajak yang dikenakan atas
konsumsi Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah di dalam Daerah
Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah yang
diekspor atau dikonsumsi di luar
Daerah Pabean dikenai Pajak Penjualan
atas Barang Mewah dengan tarif 0%
(nol persen). Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang telah dibayar atas
perolehan Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah yang diekspor
tersebut dapat diminta kembali.

Ayat (3)

Berdasarkan pertimbangan perkembangan
ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana
pembangunan, pemerataan beban pajak,
dan pengendalian pola konsumsi mewabh,
Pemerintah diberi wewenang untuk
mengubah tarif pajak menjadi setinggi-
tingginya 35%(tiga puluh lima persen).

Ayat (3)
Dengan mengacu pada pertimbangan
sebagaimana tercantum dalam

penjelasan Pasal 5 ayat (1),
pengelompokan barang-barang yang
dikenai Pajak Penjualan atas Barang
Mewah terutama didasarkan pada
tingkat kemampuan golongan
masyarakat yang mempergunakan
barang tersebut, di samping didasarkan
pada nilai gunanya bagi masyarakat
pada umumnya. Sehubungan dengan hal
itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap
barang yang hanya dikonsumsi oleh
masyarakat yang berpenghasilan tinggi.
Dalam hal terhadap barang yang
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dikonsumsi oleh masyarakat banyak
perlu dikenai Pajak Penjualan atas
Barang Mewabh, tarif yang dipergunakan
adalah tarif yang rendah.
Pengelompokan barang yang dikenai
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dilakukan setelah berkonsultasi dengan
alat kelengkapan Dewan Perwakilan
Rakyat yang membidangi keuangan.

Ayat (4) Ayat (4)

Pemerintah diberi wewenang untuk Cukup jelas.
menetapkan kelompok barang-barang
tertentu yang dikenakan Pajak Penjualan
Atas Barang mewah dengan tarif
10%(sepuluh persen) atau 20%(dua puluh
persen).

Ayat (5)

Macam dan jenis Barang yang dikenakan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
pengelompokannya ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah berdasarkan
ketentuan pada ayat(4), akan diatur lebih

lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8A

(Ditambahkan ketentuan baru dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (1)

Contoh:

a.

Penerapan tarif 12% (dua belas persen)

Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga ]Jual
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 12% x
Rp10.000.000,00 = Rp1.200.000,00. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.200.000,00
(satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh
pengusaha Kena Pajak A.

Penerapan tarif 12% (dua belas persen)

Seseorang mengimpor Barang Kena pajak tertentu yang dikenai tarif 12% (dua belas
persen) dengan Nilai Impor Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pajak Pertambahan
Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 12% x Rp10.000.000,00 =
Rp1.200.000,00.

Penerapan tarif 0% (nol persen)

Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan Nilai Ekspor
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pajak pertambahan Nilai yang terutang = 0% x
Rp10.000.000,00 = Rp0,00. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tersebut
merupakan Pajak Keluaran.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

Ayat (1) Ayat (1)
Cara menghitung pajak yang terhutang Dihapus.
adalah dengan mengalihkan jumlah
Harga Jual, Penggantian atau Nilai Impor
dengan  tarif pajak  sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1). Pajak
yang terhutang ini merupakan Pajak
Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha
Kena Pajak.

Ayat (2) Ayat (2)

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh
Pengusaha Kena Pajak pada waktu
perolehan atau Impor Barang Kena Pajak
atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat
dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang
dipungut Pengusaha Kena Pajak pada
waktu menyerahkan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak. Pengkreditan Pajak
Masukan terhadap Pajak Keluaran
tersebut di atas dilakukan dalam Masa
Pajak yang sama.

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima
Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena
Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean, atau pihak yang
memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean wajib membayar Pajak
Pertambahan Nilai dan berhak menerima
bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan
Nilai yang seharusnya sudah dibayar
tersebut merupakan Pajak Masukan bagi
pembeli Barang Kena Pajak, penerima
Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena
Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean, yang berstatus sebagai
Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan
yang wajib dibayar tersebut oleh
Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan
dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya
dalam Masa Pajak yang sama.

Ayat (3) Ayat (2a)
Selisih Yang dimaksud dalam ayat ini Cukup jelas.
harus disetor ke Kas Negara menurut
ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-undang  tentang  Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Ayat (4) Ayat (2b)
Selisih yang dimaksud dalam ayat ini Untuk keperluan mengkreditkan Pajak
adalah hak Pengusaha Kena Pajak yang Masukan, Pengusaha Kena Pajak
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dapat dikompensasikan atau diminta
kembali.

menggunakan  Faktur Pajak  yang
memenuhi  ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain
itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan
juga harus memenuhi persyaratan
kebenaran  formal dan = material
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (9).

Ayat (5)

Pengusaha Kena Pajak dalam satu Masa
Pajak dapat melakukan 2(dua)macam
penyerahan, yaitu penyerahan kena pajak
dan penyerahan tidak kena pajak. Dalam
hal demikian, Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan hanya Pajak Masukan yang
berkenaan dengan penyerahan kena
pajak, yang harus dapat diketahui dengan
pasti dari catatan dalam pembukuan
Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam hal pencatatan Pajak Masukan di
dalam pembukuan Pengusaha Kena Pajak
tidak dapat diketahui dengan pasti, maka
cara pengkreditan Pajak Masukan
dihitung berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pedoman tersebut dimaksudkan untuk
memberikan kemudahan dan kepastian
kepada Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (4)
Pajak Masukan yang dimaksud pada ayat
ini adalah Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan. Dalam suatu Masa Pajak
dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan lebih besar daripada Pajak
Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan
tersebut tidak dapat diminta kembali
pada Masa Pajak yang bersangkutan,
tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya.
Contoh:
Masa Pajak Mei 2023
Pajak Keluaran = Rp2.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
Rp4.500.000,00 (-)
Pajak yang lebih dibayar
Rp2.500.000,00
Pajak yang lebih dibayar tersebut
dikompensasikan ke Masa Pajak Juni
2023.
Masa Pajak Juni 2023 Pajak Keluaran
Rp3.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
Rp2.000.000.00 (-)
Pajak  yang  kurang dibayar =
Rp1.000.000,00 Pajak yang lebih dibayar
dari Masa Pajak Mei 2023 yang
dikompensasikan ke Masa Pajak Juni
2023 =Rp2.500.000,00 (-)
Pajak yang lebih dibayar Masa Pajak Juni
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2023 =Rp1.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut
dikompensasikan ke Masa Pajak Juli
2023.

Ayat (7)

Bagi Pengusaha Kena Pajak dimaksud
dalam ayat ini, cara pengkreditan Pajak
Masukan terhadap Pajak Keluaran,
ditentukan dengan suatu pedoman
penghitungan kredit Pajak Masukan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pedoman ini selain diperlukan karena
golongan Pengusaha Kena Pajak ini hanya
diwajibkan membuat catatan peredaran
bruto sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) juga dimaksudkan untuk
membantu golongan Pengusaha Kena
Pajak tersebut agar dapat mengkreditkan
Pajak Masukannya meskipun golongan
Pengusaha Kena Pajak ini tidak
mempunyai  bukti pungutan Pajak
Masukan.

Ayat (4a)
Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu
Masa Pajak sesuai dengan Kketentuan
pada ayat (4) dikompensasikan pada
Masa Pajak berikutnya.
Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan
teradi pada Masa Pajak akhir tahun buku,
kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat
diajukan permohonan pengembalian
(restitusi).
Termasuk dalam pengertian akhir tahun
buku dalam ketentuan ini adalah Masa
Pajak saat Wajib Pajak melakukan
pengakhiran usaha (bubar).

Ayat (8) Ayat (4b)
Pajak Masukan pada dasarnya dapat Cukup jelas.
dikreditkan dengan Pajak Keluaran akan
tetapi khusus untuk pengeluaran yang
dimaksud dalam ayat ini, Pajak
Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Huruf a
Pajak Masukan hanya dapat
dikreditkan oleh Pengusaha Kena
Pajak yang telah dikukuhkan menurut
ketentuan dalam Pasal 3.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (4c)
Cukup jelas.
Ayat (4d)
Dihapus.
Ayat (4e)

Untuk  mengurangi penyalahgunaan
pemberian  kemudahan  percepatan
pengembalian kelebihan pajak, Direktur
Jenderal Pajak dapat  melakukan
pemeriksaan setelah memberikan
pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak.

Ayat (4f)
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Dalam hal Direktur Jenderal Pajak setelah
melakukan pemeriksaan menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
sanksi kenaikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan dan

perubahannya tidak diterapkan
walaupun pada tahap sebelumnya sudah
diterbitkan Surat Keputusan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak.

Sebaliknya, sanksi administrasi yang
dikenakan sesuai dengan Pasal 13 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan dan perubahannya.

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud
ditemukan adanya indikasi tindak pidana
di bidang perpajakan, ketentuan ini tidak
berlaku.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "penyerahan
yang terutang pajak" adalah penyerahan
barang atau jasa yang sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini dikenai
pajak Pertambahan Nilai. Terdapat dua
perlakuan pajak Masukan atas
penyerahan yang terutang pajak yaitu
dapat dikreditkan atau tidak dapat
dikreditkan.

Yang dimaksud dengan "penyerahan
yang tidak terutang pajak" adalah
penyerahan barang dan jasa yang tidak
dikenai  Pajak  pertambahan  Nilai
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A
dan yang dibebaskan dari pengenaan
pajak pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud dalam pasal 16B. Pajak
Masukan atas penyerahan yang tidak
terutang pajak tidak dapat dikreditkan.
Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu
Masa pajak melakukan penyerahan yang
terutang pajak dan pajak Masukannya
dapat dikreditkan, penyerahan yang
terutang pajak yang Pajak Masukannya
tidak dapat dikreditkan dan penyerahan
yang tidak terutang pajak, hanya dapat
mengkreditkan pajak Masukan yang
berkenaan dengan penyerahan yang
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terutang pajak dan Pajak Masukannya

dapat dikreditkan. Bagian penyerahan

yang terutang pajak tersebut harus dapat
diketahui dengan pasti dari pembukuan
pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan

beberapa macam penyerahan, yaitu:

a. penyerahan yang terutang pajak dan
pajak Masukannya dapat dikreditkan
dengan harga jual sebesar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) dengan Pajak Keluaran
sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) dengan asumsi pengenaan
tarif normal sebesar 12% (dua belas
persen);

b. penyerahan yang terutang pajak dan
pajak Masukannya tidak dapat
dikreditkan dengan harga jual sebesar
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) dengan Pajak Keluaran
sebesar Rp400.000,00 (empat ratus
ribu  rupiah) dengan  asumsi
pengenaan tarif final sebesar 2% (dua

persen);
c. penyerahan yang tidak terutang Pajak
pertambahan Nilai sebesar

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
tanpa memungut Pajak Keluaran.

Jumlah Pajak Keluaran yang harus

dipungut sebesar Rp3.400.000,00 (tiga

juta empat ratus ribu rupiah).

Pajak Masukan yang dibayar atas

perolehan:

a. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena pajak yang berkaitan dengan
penyerahan yang terutang pajak dan
Pajak Masukannya dapat dikreditkan
sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah);

b. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena pajak yang berkaitan dengan
penyerahan yang terutang pajak dan
Pajak Masukannya tidak dapat
dikreditkan sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah);

c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena
pajak  yang berkaitan dengan
penyerahan yang tidak terutang pajak
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sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

rupiah).
Jumlah Pajak Masukan yang telah dibayar
sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta
delapan ratus ribu rupiah). Menurut
ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan dengan Pajak Keluaran
sebesar Rp3.400.000,00 hanya sebesar
Rp1.500.000,00 yang berasal dari Pajak
Masukan atas perolehan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena pajak yang
berkaitan dengan penyerahan yang
terutang pajak.

Ayat (6)

Dalam hal Pajak Masukan untuk
penyerahan yang terutang pajak dan
Pajak Masukannya dapat dikreditkan
tidak dapat diketahui dengan pasti, cara
pengkreditan Pajak Masukan dihitung
berdasarkan pedoman pengkreditan
pajak Masukan, yang dimaksudkan untuk
memberikan kemudahan dan kepastian
kepada Pengusaha Kena pajak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan 3 (tiga)

macam penyerahan, yaitu:

a. penyerahan yang terutang pajak dan
Pajak Masukannya dapat dikreditkan
sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh
lima juta rupiah) dengan Pajak
Keluaran sebesar Rp4.200.000,00
(empat juta dua ratus ribu rupiah)
dengan asumsi pengenaan tarif
normal 12% (dua belas persen);

b. penyerahan yang terutang pajak dan
pajak Masukannya tidak dapat
dikreditkan sebesar Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) dengan Pajak
Keluaran sebesar Rp400.000,00
(empat ratus ribu rupiah) dengan
asumsi pengenaan tarif final 2% (dua
persen);

c. penyerahan yang tidak terutang pajak
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas
juta rupiah) tanpa memungut Pajak
Keluaran.

Jumlah Pajak Keluaran yang harus

dipungut sebesar Rp4.600.000,00 (empat

juta enam ratus ribu rupiah).

Pajak Masukan yang dibayar atas
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perolehan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan
keseluruhan penyerahan sebesar
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah), sedangkan Pajak Masukan yang
berkaitan dengan penyerahan yang
terutang pajak dan Pajak Masukannya
dapat dikreditkan tidak dapat diketahui
dengan pasti.

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan
sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima
ratus ribu rupiah) tidak seluruhnya dapat
dikreditkan dengan pajak Keluaran
sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta
enam ratus ribu rupiah). Besarnya Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan dihitung
berdasarkan pedoman pengkreditan
pajak Masukan.

Ayat (6a)
Cukup jelas.

Ayat (6b)
Dihapus.

Ayat (6¢)
Cukup jelas.

Ayat (6d)
Cukup jelas.

Ayat (6e)
Cukup jelas.

Ayat (6f)
Cukup jelas.

Ayat (6g)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Dihapus.

Ayat (7a)
Dihapus.

Ayat (7b)
Dihapus.

Ayat (8)
Pajak Masukan pada dasarnya dapat
dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Akan
tetapi, untuk pengeluaran yang dimaksud
dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak
dapat dikreditkan.
Huruf a
Dihapus.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pengeluaran
yang langsung berhubungan dengan
kegiatan usaha adalah pengeluaran
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untuk kegiatan produksi, distribusi,
pemasaran, dan manajemen.
Ketentuan ini berlaku untuk semua
bidang usaha. Agar dapat dikreditkan,
Pajak Masukan juga harus memenuhi
syarat bahwa pengeluaran tersebut
berkaitan dengan adanya penyerahan
yang terutang Pajak Pertambahan
Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu
pengeluaran telah memenuhi syarat
adanya hubungan langsung dengan
kegiatan usaha, masih dimungkinkan
Pajak Masukan tersebut tidak dapat
dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran
dimaksud tidak ada kaitannya dengan
penyerahan yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai.

Huruf ¢
Dihapus.

Huruf d
Dihapus.

Huruf e
Dihapus.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Dihapus.

Huruf i
Dihapus.

Huruf
Dihapus.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (9a)
Cukup jelas.

Ayat (9b)
Cukup jelas.

Ayat (9¢)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Dihapus.

Ayat (11)
Dihapus.

Ayat (12)
Dihapus.

Ayat (13)
Dihapus.

Ayat (14)
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‘ Cukup jelas.

Pasal 9A

(Dit

ambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (1)
Dalam rangka memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan
serta rasa keadilan, Menteri Keuangan dapat menentukan besarnya Pajak Pertambahan
Nilai yang dipungut dan disetor oleh:

a.

b.

Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku tidak

melebihi jumlah tertentu;

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu antara lain yang:

1. mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan Pajak Masukan;

2. melakukan transaksi melalui pihak ketiga, baik penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak maupun pembayarannya; atau

3. memiliki kompleksitas proses bisnis sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
tidak memungkinkan dilakukan dengan mekanisme normal, dan/atau

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu

dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu. Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak tertentu

dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu” merupakan:

1. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai
dalam rangka perluasan basis pajak; dan

2. Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

Ayat (2)

C

ukup jelas.

Pasal 10
(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983 UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS

BARANG MEWAH KONSOLIDASI

Ayat (1)

Ayat (1)

Cara menghitung Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang terhutang adalah
dengan mengalikan Harga Jual atau Nilai
Impor dengan tarif pajak sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 8.

Cara menghitung Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang terutang adalah
dengan mengalikan Harga Jual, Nilai
Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan dengan tarif pajak
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.

Ayat (2)

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai
yang dipungut beberapa kali, Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan
satu kali saja pada tingkat Pabrikan atau
pada waktu Impor. Karenanya Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yang telah
dibayar, tidak dapat dikreditkan dengan
Pajak Pertambahan Nilai pada waktu
penyerahan berikutnya. Pajak Penjualan

Ayat (2)

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai
yang dipungut pada setiap tingkat
penyerahan, Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah hanya dipungut pada tingkat
penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak
yang menghasilkan Barang Kena Pajak
Yang Tergolong Mewah atau atas impor
Barang Kena Pajak Yang Tergolong
Mewah. Dengan demikian, Pajak
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Atas Barang Mewah yang telah dibayar
pada waktu perolehan, dapat diminta
kembali apabila Barang Mewah itu
diekspor. Selanjutnya lihat penjelasan
Pasal 7 ayat (2).

Penjualan Atas Barang Mewah bukan
merupakan Pajak Masukan sehingga
tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu,
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
dapat ditambahkan ke dalam harga
Barang Kena Pajak yang bersangkutan
atau dibebankan sebagai biaya sesuai
ketentuan perundang-undangan Pajak
Penghasilan.
Contoh:
Pengusaha Kena Pajak “A” mengimpor
Barang Kena Pajak dengan Nilai Impor
Rp5.000.000,00. Barang Kena Pajak
tersebut, selain  dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai, misalnya juga
dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah dengan tarif 20%. Dengan
demikian, penghitungan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah yang terutang atas
impor Barang Kena Pajak tersebut
adalah:
- Dasar Pengenaan Pajak =
Rp5.000.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai : 10% x
Rp5.000.000,00 = Rp500.000,00
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
20% X Rp5.000.000,00 =
Rp1.000.000,00
Kemudian, Pengusaha Kena Pajak “A”
menggunakan Barang Kena Pajak
tersebut sebagai bagian dari suatu
Barang Kena Pajak lain yang atas
penyerahannya dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai 10% dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah 35%. Oleh
karena Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang telah dibayar atas Barang
Kena Pajak yang diimpor tersebut tidak
dapat dikreditkan, maka Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah sebesar
Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke
dalam harga Barang Kena Pajak yang
dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak “A”
atau dibebankan sebagai biaya.
Kemudian, Pengusaha Kena Pajak “A”
menjual Barang Kena Pajak yang
dihasilkannya kepada Pengusaha Kena
Pajak  “B” dengan  Harga  Jual
Rp50.000.000,00. Maka, penghitungan
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Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah yang

terutang adalah:

- Dasar Pengenaan Pajak =
Rp50.000.000,00

- Pajak Pertambahan Nilai: 10% x
Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00

- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
35% X Rp50.000.000,00 =
Rp17.500.000,00

Dalam contoh ini, Pengusaha Kena Pajak

“A” dapat  mengkreditkan Pajak

Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000,00

di atas terhadap Pajak Pertambahan Nilai

sebesar Rp5.000.000,00.

Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah sebesar Rp1.000.000,00 tidak

dapat dikreditkan, baik dengan Pajak

Pertambahan Nilai sebesar

Rp5.000.000,00 maupun dengan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah sebesar

Rp17.500.000,00.

Ayat (3)
Pengusaha Kena Pajak yang telah
membayar Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah pada saat perolehan Barang Kena
Pajak Yang Tergolong Mewah, sepanjang
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
tersebut belum dibebankan sebagai
biaya, Pengusaha Kena Pajak berhak
meminta kembali Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang dibayarnya, apabila
Pengusaha Kena Pajak dimaksud telah
mengekspor Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah tersebut.
Contoh :
Pengusaha Kena Pajak "A" membeli mobil
dari Agen Tunggal Pemegang Merk
seharga Rp100.000.000,00.
Dia membayar Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
masing-masing sebesar Rp10.000.000,00
dan Rp35.000.000,00. Apabila mobil
tersebut kemudian diekspornya, maka
Pengusaha Kena Pajak "A" berhak untuk
meminta kembali Pajak Pertambahan
Nilai sebesar Rp10.000.000,00 dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebesar
Rp35.000.000,00 yang telah dibayarnya
pada saat membeli mobil tersebut.
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I

(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

Ayat (1)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
menganut prinsip dasar akrual, artinya
pajak terhutang pada saat Penyerahan
Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa
Kena Pajak atau Impor Barang Kena Pajak,
meskipun atas penyerahan tersebut belum

atau

belum  sepenuhnya  diterima

pembayarannya.

Ayat (1)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

menganut prinsip akrual, artinya

terutangnya pajak terjadi pada saat

penyerahan Barang Kena Pajak atau

Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran

atas penyerahan tersebut belum

diterima atau belum sepenuhnya

diterima atau pada saat impor Barang

Kena Pajak. Saat terutangnya pajak

untuk transaksi yang dilakukan melalui

electronic commerce tunduk pada

ketentuan ini.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Dalam hal orang pribadi atau badan
memanfaatkan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean atau
memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean, terutangnya pajak terjadi
pada saat orang pribadi atau badan
tersebut mulai memanfaatkan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
atau Jasa Kena Pajak tersebut di
dalam Daerah Pabean. Hal itu
dihubungkan dengan kenyataan
bahwa yang menyerahkan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa
Kena Pajak tersebut di luar Daerah
Pabean sehingga tidak dapat
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak. Oleh karena itu, saat pajak
terutang tidak lagi dikaitkan dengan
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saat penyerahan, tetapi dikaitkan
dengan saat pemanfaatan.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)
Berbeda dengan ketentuan sebagaimana
diatur pada ayat (1), maka dalam hal
pembayaran diterima sebelum Penyerahan
Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa
Kena Pajak, pajak terhutang pada saat
penerimaan pembayaran tersebut.

Ayat (2)

Dalam hal pembayaran diterima
sebelum penyerahan Barang Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a, sebelum penyerahan
Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebelum
dimulainya pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf d, atau sebelum
dimulainya pemanfaatan Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf e, saat terutangnya pajak
adalah saat pembayaran.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12

(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983 UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI
Ayat (1) Ayat (1)
Ketentuan ini memberikan penegasan Pengusaha Kena Pajak orang pribadi

mengenai tempat pajak terhutang yang
akan menentukan pula wilayah
pemungutan pajak.

terutang pajak di tempat tinggal
dan/atau tempat kegiatan usaha,
sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak
badan terutang pajak di tempat
kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

Apabila  Pengusaha Kena  Pajak
mempuny ai satu atau lebih tempat
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kegiatan usaha di luar tempat tinggal
atau tempat Kkedudukannya, setiap
tempat tersebut merupakan tempat
terutangnya pajak dan Pengusaha Kena
Pajak dimaksud wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.

Apabila  Pengusaha Kena  Pajak
mempunyai lebih dari satu tempat pajak
terutang yang berada di wilayah kerja 1
(satu) Kantor Direktorat Jenderal Pajak,
untuk seluruh tempat terutang tersebut,
Pengusaha Kena Pajak memilih salah
satu tempat kegiatan usaha sebagai
tempat pajak terutang yang
bertanggung jawab untuk seluruh
tempat kegiatan usahanya, kecuali
apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut
menghendaki lebih dari 1 (satu) tempat
pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak
wajib memberitahukan kepada Direktur
Jenderal Pajak.

Dalam hal-hal tertentu, Direktur
Jenderal Pajak dapat menetapkan
tempat lain selain tempat tinggal atau
tempat kedudukan dan tempat kegiatan
usaha sebagai tempat pajak terutang.
Contoh 1:

Orang pribadi A yang bertempat tinggal
di Bogor mempunyai usaha di Cibinong.
Apabila di tempat tinggal orang pribadi
A tidak ada penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, orang
pribadi A hanya wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Cibinong
sebab tempat terutangnya pajak bagi
orang pribadi A adalah di Cibinong.
Sebaliknya, apabila penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
dilakukan oleh orang pribadi A hanya di
tempat tinggalnya saja, orang pribadi A
hanya wajib mendaftarkan diri di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
Namun, apabila baik di tempat tinggal
maupun di tempat kegiatan usahanya
orang pribadi A melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak, orang ©pribadi A wajib
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mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bogor dan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Cibinong
karena tempat terutangnya pajak
berada di Bogor dan Cibinong. Berbeda
dengan orang pribadi, Pengusaha Kena
Pajak badan wajib mendaftarkan diri
baik di tempat kedudukan maupun di
tempat kegiatan usaha karena bagi
Pengusaha Kena Pajak badan di kedua
tempat tersebut dianggap melakukan
penyerahan Barang Kena  Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak.

Contoh 2:

PT A mempunyai 3 (tiga) tempat
kegiatan usaha, yaitu di kota Bengkulu,
Bintuhan, dan Manna yang ketiganya
berada di bawah pelayanan 1 (satu)
kantor pelayanan pajak, yaitu Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.
Ketiga tempat kegiatan usaha tersebut
melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan
melakukan administrasi penjualan dan
administrasi keuangan sehingga PT A
terutang pajak di ketiga tempat atau
kota itu. Dalam keadaan demikian, PT A
wajib memilih salah satu tempat
kegiatan wusaha untuk melaporkan
usahanya guna dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, misalnya tempat
kegiatan usaha di Bengkulu. PT A yang
bertempat kegiatan usaha di Bengkulu
ini bertanggung jawab untuk
melaporkan seluruh Kkegiatan wusaha
yang dilakukan oleh ketiga tempat
kegiatan usaha perusahaan tersebut.
Dalam hal PT A menghendaki tempat
kegiatan wusaha di Bengkulu dan
Bintuhan ditetapkan sebagai tempat
pajak terutang untuk seluruh kegiatan
usahanya, PT A wajib memberitahukan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bengkulu.

Ayat (2)
Bila Pengusaha Kena Pajak terhutang pajak
pada lebih dari satu tempat, sedangkan
administrasi penjualan dan keuangan
dipusatkan pada satu tempat, maka untuk
memudahkan Pengusaha Kena Pajak

Ayat (2)
Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang
pajak pada lebih dari 1 (satu) tempat
kegiatan usaha, Pengusaha Kena Pajak
tersebut dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya dapat menyampaikan
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tersebut memenuhi kewajiban perpajakan,
Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan
dapat mengajukan permohonan tertulis
untuk memilih tempat pajak terhutang.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan
penelitian seperlunya memberikan
keputusan atas permohonan ini. Apabila
permohonan tersebut ditolak, berlaku
ketentuan seperti diatur pada ayat (1).

pemberitahuan secara tertulis kepada
Direktur Jenderal Pajak untuk memilih
1 (satu) tempat atau lebih sebagai
tempat terutangnya pajak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Orang pribadi atau badan baik sebagai
Pengusaha Kena Pajak maupun bukan
Pengusaha Kena Pajak yang
memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean dan/atau
memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
tetap terutang pajak di tempat tinggal
dan/atau tempat kegiatan usaha orang
pribadi atau di tempat kedudukan
dan/atau tempat kegiatan usaha badan
tersebut

Pasal 13

(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

Ayat (1)
Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib
bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena
Faktur Pajak ada bukti yang menjadi
sarana pelaksanaan cara kerja
(mekanisme) pengkreditan Pajak
Pertambahan Nilai.

Ayat (1)
Dalam hal terjadi penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang
menyerahkan Barang Kena Pajak
dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak
itu wajib memungut Pajak Pertambahan
Nilai yang terutang dan memberikan
Faktur Pajak sebagai bukti pungutan
pajak. Faktur Pajak tidak perlu dibuat
secara khusus atau berbeda dengan
faktur penjualan. Faktur Pajak dapat
berupa faktur penjualan atau dokumen
tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur
Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.
Berdasarkan ketentuan ini, atas setiap
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penyerahan Barang Kena Pajak berupa
aktiva yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16D wajib dibuatkan Faktur Pajak.

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2).

Ayat (1a)

Pada prinsipnya Faktur Pajak harus
dibuat pada saat penyerahan atau pada
saat penerimaan pembayaran dalam hal
pembayaran terjadi sebelum
penyerahan. Dalam hal tertentu
dimungkinkan saat pembuatan Faktur
Pajak tidak sama dengan saat-saat
tersebut, misalnya dalam hal terjadi
penyerahan Barang Kena  Pajak
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
kepada instansi pemerintah. Oleh
karena itu, Menteri Keuangan
berwenang untuk mengatur saat lain
sebagai saat pembuatan Faktur Pajak.

Ayat (3)
Untuk setiap Penyerahan Barang Kena
Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak
oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat
satu Faktur Pajak. Pembuatan satu Faktur
Pajak yang meliputi semua Penyerahan
Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa
Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan
takwim kepada pembeli yang sama
(langganan tetap) dimaksudkan untuk
meringankan beban administrasi
pengusaha tersebut. Pembuatan satu
Faktur Pajak tersebut baru boleh
dilakukan atas izin Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Dikecualikan dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk meringankan beban administrasi,
kepada  Pengusaha  Kena  Pajak
diperkenankan untuk membuat 1 (satu)
Faktur Pajak yang meliputi semua
penyerahan Barang Kena Pajak atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang
terjadi selama 1 (satu) bulan kalender
kepada pembeli Barang Kena Pajak
yang sama atau penerima Jasa Kena
Pajak yang sama, yang disebut Faktur
Pajak gabungan.

Ayat (4)
Pengusaha yang memilih untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak tidak membuat Faktur Pajak atas
Penyerahan Barang Kena Pajak yang
dilakukannya kepada bukan Pengusaha
Kena Pajak.

Ayat (2a)

Untuk meringankan beban administrasi,
Pengusaha Kena Pajak diperkenankan
membuat Faktur Pajak gabungan paling
lama pada akhir bulan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak meskipun
di dalam bulan penyerahan telah terjadi
pembayaran baik sebagian maupun
seluruhnya.

Contoh 1:

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A
melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak kepada pengusaha B pada tanggal
1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Juli
2021, tetapi sampai dengan tanggal 31
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Juli 2021 sama sekali belum ada
pembayaran atas penyerahan tersebut,
Pengusaha Kena Pajak A diperkenankan
membuat 1 (satu) Faktur Pajak
gabungan yang meliputi seluruh
penyerahan yang dilakukan pada bulan
Juli 2021, yaitu paling lama tanggal 31
Juli 2021.

Contoh 2:

Pengusaha Kena Pajak A melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak kepada
pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12,
20, 26, 28, 29, dan 30 September 2021.
Pada tanggal 28 September 2021
terdapat pembayaran oleh pengusaha B
atas penyerahan pada tanggal 2
September 2021. Dalam hal Pengusaha
Kena Pajak A membuat Faktur Pajak
gabungan, Faktur Pajak gabungan
dibuat pada tanggal 30 September 2021
yang meliputi seluruh penyerahan yang
terjadi pada bulan September 2021.
Contoh 3:

Pengusaha Kena Pajak A melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak kepada
pengusaha B pada tanggal 2, 7, 8, 10, 12,
20, 26, 28, 29, dan 30 September 2021.
Pada tanggal 28 September 2021
terdapat pembayaran atas penyerahan
tanggal 2 September 2021 dan
pembayaran uang muka  untuk
penyerahan yang akan dilakukan pada
bulan Oktober 2021 oleh pengusaha B.
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A
membuat Faktur Pajak gabungan,
Faktur Pajak gabungan dibuat pada
tanggal 30 September 2021 yang
meliputi seluruh penyerahan dan
pembayaran uang muka yang dilakukan
pada bulan September 2021.

Ayat (5) Ayat (3)
Cukup jelas. Dihapus.
Ayat (6) Ayat (4)
Cukup jelas. Dihapus.
Ayat (7) Ayat (5)
Ketentuan ini  dimaksudkan  untuk Faktur = Pajak  merupakan  bukti
menyeragamkan bentuk, ukuran, pungutan pajak dan dapat digunakan

pengadaan, dan tata cara penyampaian
Faktur Pajak.

sebagai sarana untuk mengkreditkan
Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi
secara benar, lengkap, dan jelas serta
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ditandatangani oleh  pihak yang
ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak
untuk menandatanganinya. Namun,
keterangan mengenai Pajak Penjualan
atas Barang Mewah hanya diisi apabila
atas penyerahan Barang Kena Pajak
terutang Pajak Penjualan atas Barang
Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi
sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini
mengakibatkan Pajak Pertambahan
Nilai yang tercantum di dalamnya tidak
dapat dikreditkan sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf
f.

Ayat (5a)

Ayat (8)

Pengusaha Kena Pajak yang wajib Cukup jelas.
membuat Faktur Pajak, tetapi tidak

melaksanakannya atau tidak selengkapnya

mengisi Faktur Pajak dianggap telah

melakukan pelanggaran dan dikenakan

sanksi berupa denda administrasi.

Ayat (6)
Dikecualikan dari ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Direktur  Jenderal Pajak  dapat

menentukan dokumen yang biasa

digunakan dalam dunia usaha yang
kedudukannya dipersamakan dengan

Faktur Pajak.

Ketentuan ini diperlukan, antara lain,

karena:

a. faktur penjualan yang digunakan
oleh pengusaha telah dikenal oleh
masyarakat luas, seperti kuitansi
pembayaran telepon dan tiket
pesawat udara;

b. untuk adanya bukti pungutan pajak
harus ada Faktur Pajak, sedangkan
pihak yang seharusnya membuat
Faktur Pajak, yaitu pihak yang
menyerahkan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak, berada di luar
Daerah Pabean, misalnya, dalam hal
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari
luar Daerah Pabean, Surat Setoran
Pajak dapat ditetapkan sebagai
Faktur Pajak; dan

c. terdapat dokumen tertentu yang
digunakan dalam hal impor atau
ekspor Barang Kena  Pajak
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Berwujud.

Ayat (7)
Dihapus.

Ayat (8)

Faktur Pajak yang dibetulkan adalah,
antara lain, Faktur Pajak yang salah
dalam pengisian atau salah dalam
penulisan. Termasuk dalam pengertian
salah dalam pengisian atau salah dalam
penulisan adalah antara lain, adanya
penyesuaian  Harga Jual akibat
berkurangnya kuantitas atau kualitas
Barang Kena Pajak yang wajar terjadi
pada saat pengiriman.

Ayat (9)

Faktur Pajak memenuhi persyaratan
formal apabila diisi secara benar,
lengkap, dan jelas sesuai dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) atau persyaratan yang
diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (6).

Faktur Pajak atau dokumen tertentu
yang kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak memenuhi
persyaratan material apabila berisi
keterangan yang sebenarnya atau
sesungguhnya mengenai penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor
Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang
Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena
Pajak dan pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean.
Dengan demikian, walaupun Faktur
Pajak atau dokumen tertentu yang
kedudukannya dipersamakan dengan
Faktur = Pajak  sudah  memenubhi
ketentuan formal dan sudah dibayar
Pajak Pertambahan Nilainya, apabila
keterangan yang tercantum dalam
Faktur Pajak atau dokumen tertentu
yang kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak tidak sesuai
dengan kenyataan yang sebenarnya
mengenai penyerahan Barang Kena
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Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak, ekspor Barang Kena Pajak
Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena
Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau
dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak
tersebut tidak memenuhi syarat
material.

Pasal 14

(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

Ayat (1)
Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak. Larangan membuat
Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena
Pajak dimaksudkan wuntuk melindungi
Pembeli dari pemungutan pajak yang tidak

Ayat (1)
Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak. Larangan
membuat Faktur Pajak oleh bukan
Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan
untuk  melindungi  pembeli  dari

semestinya. pemungutan  pajak yang  tidak
semestinya.
Ayat (2) Ayat (2)
Bila Pengusaha yang belum dikukuhkan Cukup jelas.

sebagai Pengusaha Kena Pajak melanggar
ketentuan ayat(1)maka Pengusaha
tersebut dikenakan sanksi administrasi
dan diwajibkan pula menyetorkan jumlah
pajak yang telah dibuat Faktur Pajaknya
itu ke Kas Negara.

Pasal 15

(Ketentuan dihapus dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

Ayat (1)
Laporan penghitungan pajak harus
disampaikan selambat-lambatnya 20 (dua

Dihapus.
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puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Masa sebagaimana diatur
dalam Undang-undang tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dalam
hal hari kedua puluh adalah hari libur,
maka laporan harus dimasukkan paling
lambat pada hari kerja berikutnya.
Ayat (2)
Catatan dan dokumen yang berkenaan
dengan Impor, Penyerahan Barang Kena
Pajak dan Penyerahan Jasa Kena Pajak,
misalnya Faktur Pajak, daftar rekapitulasi
Faktur Pajak, dokumen Ekspor, dan lain-
lain yang harus dicantumkan atau
dilampirkan pada Surat Pemberitahuan
Masa ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Ayat (3)

Laporan ini bersifat wajib. Dalam hal
ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dilanggar,
maka laporan dianggap tidak dimasukkan
dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam Undang-undang tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 15A
(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

Dalam rangka memberikan kelonggaran waktu kepada Pengusaha Kena Pajak untuk
menyetor kekurangan pembayaran pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai, Pasal ini mengatur secara khusus mengenai batas akhir pembayaran
dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang berbeda dengan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan dan perubahannya.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran pajak terutang berdasarkan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan/atau keterlambatan penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Pasal ini, Pengusaha Kena Pajak tetap dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
dan perubahannya.

Pasal 16
(Ketentuan dihapus dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983 UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI

Ayat (1) Dihapus.
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Pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (4) dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan. Di samping
ketentuan tersebut di atas, oleh Menteri
Keuangan ditetapkan jangka waktu lain,
misalnya pengembalian pajak atas
perolehan barang modal.
Ayat (2)

Permohonan pengembalian pajak yang
diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang
mengekspor Barang Kena Pajak
(eksportir) harus dilengkapi dengan
bukti-bukti/dokumen Ekspor yang
bersangkutan.

Pasal 16A

(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

(Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)

Ayat (1)
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang
dipungutnya. Meskipun demikian, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16B

(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (1)
Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah
diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau
terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan
berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap
kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada
kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari
maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. Tujuan dan maksud diberikannya
kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar
diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi
dalam skala nasional, mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di kawasan
tertentu atau tempat tertentu, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan
daya saing, membantu dalam penanganan bencana alam nasional dan bencana nonalam
nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.
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Ayat (1a)

Huruf a
Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk mendorong ekspor, salah satunya berupa
kemudahan dalam mendukung kegiatan pengusaha yang melakukan ekspor. Yang
dimaksud dengan melakukan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak
Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean tanpa melalui penyerahan
kepada pihak lain.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf
Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang
dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan
dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap
penerimaan negara.
Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain:
1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh ralryat banyak meliputi:

a) beras;

b) gabah;

) jagung;

d) sagu;

e) kedelai;

f) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;

g) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses
disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak
dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau
direbus;

h) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan,
atau dikemas;

i) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun
dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau
dikemas atau tidak dikemas;

j) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui
proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas
atau tidak dikemas; dan

k) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 104



PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III

disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

2. jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:

a) jasa kesehatan tertentu, antara lain:

1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;

2) jasa dokter hewan;

3) jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli
fisioterapi;

4) jasa kebidanan dan dukun bayi;

5) jasa paramedis dan perawat;

6) jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan
sanatorium,;

7) jasa psikolog dan psikiater; dan

8) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal; dan

b) jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional.

3. jasa pelayanan sosial, meliputi:

a) jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;

b) jasa pemadam kebakaran;

) jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;

d) jasa lembaga rehabilitasi;

e) jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan

f) jasa di bidang olahraga, yang tidak mencari keuntungan.

4. jasa keuangan, meliputi:

a) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;

b) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak
lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel

unjuk, cek, atau sarana lainnya;

) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:

1) sewa guna usaha dengan hak opsi;
2) anjak piutang;

3) usaha kartu kredit; dan/atau

4) pembiayaan konsumen;

d) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan
fidusia; dan

e) jasa penjaminan.

5. yang dimaksud dengan “jasa asuransi” adalah jasa pertanggungan yang meliputi
asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan
asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi
seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.

6. jasa pendidikan, meliputi:

a) jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan
kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan
profesional; dan

b) jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

7. cukup jelas;

8. jasa tenaga kerja, meliputi:

a) jasatenaga kerja;

b) jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak
bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
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c) jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Ayat (2)
Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, tetapi tidak
dipungut, diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat
dikreditkan. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang, tetapi tidak
dipungut.
Contoh:
Pengusaha Kena Pajak A memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari
negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak
tersebut tidak dipungut.
Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A menggunakan
Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu,
barang modal, ataupun sebagai komponen biaya lain.
Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha
Kena Pajak A membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang
menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut.
Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Pengusaha
Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan
Pajak Keluaran, Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran walaupun
Pajak Keluaran tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak
dipungut dari negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)
Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran
sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.
Contoh:
Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari
negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai. Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha
Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai
bahan baku, bahan pembantu, barang modal, atau sebagai komponen biaya lain. Pada
waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha
Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang
menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut.
Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada
Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan
dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut
menjadi tidak dapat dikreditkan.

Pasal 16C

(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya,
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya
penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
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Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka diatur batasan kegiatan
membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 16D

(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan,
atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh
Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.

Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang
tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan
dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak
Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

Pasal 16E

(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

Ayat (1)
Dalam rangka menarik orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk berkunjung ke
Indonesia, kepada orang pribadi tersebut diberikan insentif perpajakan. Insentif tersebut
berupa pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa
oleh orang pribadi tersebut ke luar Daerah Pabean.

Ayat (2)
Barang Kena Pajak yang dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum orang pribadi
pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dianggap akan dikonsumsi di luar
Daerah Pabean. Oleh karena itu, Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk
meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dipersyaratkan hanya untuk Faktur Pajak yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sebelum orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia.
Bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok
Wajib Pajak, Faktur Pajak yang dapat dipergunakan untuk meminta kembali Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah harus mencantumkan identitas
berupa nama, nomor paspor, dan alamat lengkap orang pribadi tersebut di negara yang
menerbitkan paspor.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16F

(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang
atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang
dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila
ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi
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jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan
pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

Pasal 16G

(Ditambahkan Ketentuan Baru dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

Huruf a

Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum
dalam hal Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sebagai Dasar

Pengenaan Pajak sukar ditetapkan.
Hurufb

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 17

(Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

UU NOMOR 8 TAHUN 1983 UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KONSOLIDASI
Hal-hal yang menyangkut ketentuan | Cukup jelas.

mengenai pengertian tata cara pemungutan
dan sanksi, misalnya wewenang melakukan
pemeriksaan, penetapan, penagihan,
pembayaran, keberatan, banding, dan sanksi
baik administrasi maupun pidana, diatur
dalam Undang-undang tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan serta
peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan lain mengenai sanksi dalam
Undang-undang tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah diatur dalam Pasal 3
ayat (4), Pasal 13 ayat (8), dan Pasal 14 ayat

(2)

Pasal 18
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Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb
Semua peraturan pelaksanaan yang ada, yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
Undang-undang Pajak Penjualan 1951, yang tidak bertentangan dengan isi dan maksud
undang-undang ini, masih tetap berlaku selama belum dicabut dan diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan undang- undang ini.

Ayat (2)

Ketentuan ayat (2) ini dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam masa

peralihan sebagai akibat berlakunya Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan tidak diberlakukannya lagi

Undang-undang Pajak Penjualan 1951, terhadap obyek pengenaan yang sama, seperti:

- kontrak jangka panjang atau kontrak yang masa berlakunya meliputi dua masa undang-
undang seperti tersebut di atas;

- sisa Harga Jual atau Penggantian yang belum dibayar;

- persediaan Barang yang belum ada Pajak Masukannya.

Dalam hal ini Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan

yang lain dari ketentuan tersebut pada ayat (1). untuk mengurangi ketidakadilan dalam

pembebanan pajak dan memperlancar pelaksanaan undang-undang ini.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 3264
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PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Nomor 39/PUU-XIV/2016

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para
Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, membaca dan mendengar keterangan
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta mendengar keterangan ahli, baik yang
diajukan oleh para Pemohon maupun Presiden, Mahkamah berpendapat bahwa isu
konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar
ketentuan yang membatasi cakupan “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
oleh rakyat banyak” yang hanya mencakup 11 (sebelas) jenis atau kategori sebagaimana
termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan
UUD 1945 dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikatTerhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
1. Bahwa pemenuhan barang kebutuhan pokok, lebih-lebih yang sangat dibutuhkan oleh
rakyat banyak, adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya memajukan
kesejahteraan umum yang menjadi kewajiban Kkonstitusional negara (Pemerintah)
untuk mewujudkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
keempat, yang pada akhirnya bermuara pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia yang merupakan salah satu cita-cita mendasar pendirian
negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat,
sebagaimana tertuang dalam dasar negara Pancasila. Lebih jauh, manakala pemenuhan
atas kebutuhan pokok itu lebih ditegaskan lagi sebagai hak konstitusional — in casu
hak atas pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan bagian dari hak
mengembangkan diri dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, sebagaimana
diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 — maka kewajiban
konstitusional negara tersebut lebih ditegaskan lagi.

2. Bahwa, selanjutnya, dari perpesktif keberadaan Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat internasional, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(CESCR, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya),
sehingga terdapat kewajiban yang diturunkan dari hukum internasional (international
legal obligation) bagi Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-
hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang diatur dalam Kovenan dimaksud. Ruang
lingkup hak yang termasuk ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan adalah
mencakup (tetapi tidak terbatas pada) hak-hak atas pekerjaan layak, suatu standar
hidup, perumahan, makanan/pangan, air dan sanitasi, jaminan sosial, kesehatan, dan
pendidikan yang memadai (rights to decent work, anadequate standard of living,
housing, food, water and sanitation, social security, health, and education) [vide lebih
jauh Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 CESCR). Dengan demikian, kewajiban untuk
memenuhi kebutuhan pokok, in casu kebutuhan akan pangan yang memadai dan
terjangkau, kini bukan saja menjadi kewajiban konstitusional melainkan juga
kewajiban hukum internasional yang membutuhkan kesungguhan dan kerja keras
negara (melalui Pemerintah) untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhannya.

3. Bahwa berbeda dengan hak-hak sipil dan politik yang penghormatan, perlindungan.
dan pemenuhannya mempersyaratkan sesedikit mungkin campur tangan negara,
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan
kebudayaan justru membutuhkan banyak campur tangan negara, in casu termasuk hak
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atas pangan atau kebutuhan pokok. Oleh karenanya, khususnya pemenuhan hak-hak
ekonomi, sosial, dan kebudayaan ini sangat bergantung pada kemampuan negara.
Namun demikian, alasan kemampuan itu tidak dapat dan tidak boleh digunakan
sebagai alasan untuk membebaskan negara dari kewajibannya untuk memenuhi hak-
hak tersebut melainkan harus dipahami dan ditempatkan dalam kerangka toleransi
pengertian bahwa pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan itu tidak
dapat dan tidak mungkin dilaksanakan seketika. Upaya, kerja keras, dan kesungguhan
negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan
kebudayaan tersebut, khususnya dalam konteks permohonan a quo hak atas
pemenuhan kebutuhan akan pangan, harus terlihat antara lain dalam kebijakan
legislasinya dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional, utamanya
kebijakan legislasi yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, termasuk (tetapi
tidak terbatas pada) Undang-Undang di bidang perpajakan.

4. Bahwa, pada sisi lain, kemampuan negara dalam menyelenggarakan pembangunan
nasional, termasuk di dalamnya guna memenuhi kewajiban konstitusionalnya bagi
pemenuhan hak warga negara atas kebutuhan akan pangan, timbul kebutuhan untuk
memungut pajak dan hal itu dibenarkan baik secara doktriner maupun secara
konstitusional. Meskipun secara teoretik-ideal negara dimungkinkan untuk tidak
memungut pajak jika penerimaan negara dari sektor-sektor lain memungkinkan untuk
itu, hal demikian tidaklah realistis dan faktanya hingga saat ini pajak masih menduduki
urutan pertama dan utama dalam sumber pembiayaan negara [vide lebih jauh Putusan
Mahkamah Nomor 57 /PUU-XIV/2016 dalam pengujian Undang-Undang Pengampunan
Pajak). Oleh karena itu, pengundangan dan pemberlakukan UU 42/2009 haruslah
ditempatkan dalam kerangka pemikiran ini.

5. Bahwa kendatipun persoalan yang berkenaan dengan landasan doktrinal maupun
konstitusional kewenangan negara untuk memungut pajak tidak lagi menjadi isu
konstitusional yang mengandung perdebatan, namun dalam hubungannya dengan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meskipun secara doktrinal maupun praktik negara-
negara telah diterima prinsip umum bahwa pada dasarnya setiap barang atau jasa
dikenakan pajak kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, yang menjadi
pertanyaan adalah mengapa terhadap “barang kebutuhan pokok yang sangat
dibutuhkan oleh rakyat banyak” perlu dibebaskan dari PPN? Terhadap pertanyaan
tersebut Mahkamahmempertimbangkan sebagai berikut:

a. sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan pada angka 1 sampai dengan
angka 3 di atas, pemenuhan kebutuhan pokok adalah bagian dari upaya
memajukan kesejahteraan umum dan karena itu merupakan kewajiban
konstitusional negara untuk menjamin pemenuhannya sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki. Hal ini pun diakui oleh Presiden (Pemerintah) sebagaimana
disampaikan dalam keterangannya dalam persidangan tanggal 22 Juni 2016 yang
antara lain menyatakan,

“Kebutuhan pokok merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak
dengan skala pemenuhan yang tinggi serta menjadi faktorpendukung kesejahteraan
masyarakat. Ada pun yang menjadi dasar tidak mengenakan PPN atas barang-
barang sebagaimana tersebut di atas adalahuntuk memastikan bahwa masyarakat
memperoleh kebutuhan dasar, yang diharapkan mendukung kebutuhan gizi
masyarakat”. Pada bagian lain keterangannya, Presiden (Pemerintah) menegaskan,
“Untuk menjamin rasa keadilan seluruh masyarakat dan melindungi kesejahteraan
umum dengan mendorong terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara
menyeluruh, Pemerintah memberikan pengecualian tidak dikenai PPN atas bahan
pangan yang menurut Pemerintah merupakan bahan pangan pokok yang sangat
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dibutuhkan oleh Masyarakat pada umumnya” |[vide Keterangan Presiden
(Pemerintah) hlm. 11];

b. secara faktual-sosiologis, sebagian penduduk atau warga negara masih berada di
bawah garis kemiskinan sehingga, menurut penalaran yang wajar, dapat
disimpulkan bahwa mereka yang termasuk ke dalam kelompok penduduk atau
warga negara miskin tersebut sangat membutuhkan pembebasan dari PPN
terhadap barang-barang kebutuhan pokok dimaksud mengingat PPN adalah pajak
objektif yang pengenaannya ditentukan oleh objek pajak, sehingga jika terhadap
barang-barang kebutuhan pokok itu dikenakan PPN maka masyarakat miskin pun
dibebani PPN ketika mereka membeli barang-barang itu untuk kebutuhan
konsumsi;

c. paralel dengan pertimbangan pada huruf b di atas, ahli dari Pemohon, Yustinus
Prastowo, S.E.,, M.Hum, M.A,, dalam keterangan padapersidangan tanggal 18 Juli
2016, menyatakan bahwa sebagai pajak objektif, PPN menimbulkan dampak
regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen maka semakin ringan beban
pajak yang dipikul, sedangkan semakin rendah kemampuan konsumen maka
semakin berat beban pajak yang dipikul. Dengan demikian, apabila terhadap
barang kebutuhan pokok dikenakan PPN dihubungkan dengan kewajiban negara
untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat maka hal itu akan bertentangan dengan
salah satu prinsip penting dalam perpajakan yaitu prinsip proporsionalitas yang
antara lain mengandung pengertian bahwa pengalokasian beban pajak kepada
warga negara harus sebanding dengan prinsip kesetaraan dan kemampuan
membayar sehingga pendistribusian beban pajak harus dilaksanakan secara
proporsional.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah

berpendapat bahwa pembebasan PPN terhadap “barang kebutuhan pokok yang

sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2)

huruf b UU 42/2009 telah mempertimbangkan kondisi faktual-sosiologis maupun

prinsip proporsionalitas dalam perpajakan sehingga telah sejalan dengan amanat UUD

1945;

6. Bahwa, selanjutnya, jika alasan atau dasar pemikiran untuk membebaskan dari PPN
terhadap “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” telah
sesuai dengan amanat UUD 1945, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada
angka 5 di atas maka, dalam hubungannya dengan permohonan a quo, hal yang harus
dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah: apakah cakupan jenis “barang
kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” hanya terbatas pada 11
(sebelas) jenis barang sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b
UU 42/2009? Pertanyaan demikian muncul sebab rumusan dalam Penjelasan Pasal
4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 menyatakan, “Barang kebutuhan pokok yang sangat
dibutuhkan rakyat banyak meliputi” sehingga penalaran yang terbentuk dari
penggunaan kata “meliputi” dalam rumusan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa
perincian jenis-jenis barang yang terdapat dalam rumusan itu bersifat limitatif.
Terhadap permasalah tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwasecara faktual-
sosiologis, berdasarkan keterangan ahli Pemohon, Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, M.S,
sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2016, dapat
disimpulkan bahwa jenis pangan yang tumbuh dan dikonsumsi penduduk Indonesia
yang termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok penduduk Indonesia sangat
beragam dan tidak terbatas pada 11 (sebelas) jenis sebagaimana disebutkan dalam
Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009. Keragaman tersebut dipengaruhi
oleh faktor ekologi (lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta ketersediaan pangan),
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faktor ekonomi khususnya daya beli (harga pangan dan pendapatan), dan faktor
pengetahuan dan kesukaan atau preferensi. Sementara itu, untuk memenuhi
kecukupan gizi dibutuhkan sejumlah 33 zat gizi yang harus dipenuhi oleh setiap orang
untuk hidup sehat yang mencakup energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air,
jenis vitamin, dan 13 jenis mineral. Dengan demikian, guna memenuhi kecukupan gizi
tersebut satu kelompok pangan saja tidaklah cukup, lebih-lebih jika dibatasi hanya
pada 11 jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4A
ayat (2) huruf b UU 42/2009 [vide lebih jauh keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Hardinsyah,

M.S., hlm. 4 dst]. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, Mahkamah dapat menerima

dalil para Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 telah

keluar dari atau tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam norma

Undang-Undangyang dijelaskannya, yaitu Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009.

7. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di
atas, telah menjadi terang bagi Mahkamah bahwa:

a. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan maksud
Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42 /2009 yang hendak membebaskan dari pengenaan
PPN terhadap “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat
banyak”;

b. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan pengertian
dan dasar pemikiran PPN sebagaimana diatur dalam UU 42/2009 itu sendiri di
mana, sesuai dengan terminologi dan karakternya sebagai pajak atas nilai tambabh,
PPN hanya dikenakan terhadap barang yang telah mengalami nilai tambah, yaitu
yang telah diproses pabrikasi. Hal ini didukung oleh keterangan pembentuk
Undang-Undang sendiri, baik Presiden (Pemerintah) maupun Dewan Perwakilan
Rakyat, serta ahli yang diajukan oleh Presiden (Pemerintah) meskipun keterangan
DPR dalam hubungan ini tidak turut dijadikan pertimbangan yang mengikat
Mahkamah [vide keterangan ahli Presiden Prof. Dr. Gunadi dan Penjelasan
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983]. Artinya, terhadap semua barang
kebutuhan pokok, karena tidak mengalami proses pabrikasi, seharusnya tidak
dikenakan PPN. Namun, dengan rumusan yang bersifat limitatif dalam Penjelasan
Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tersebut, secara logis barang-barang yang
meskipun tergolong kebutuhan pokok tetapi tidak tercantum secara eksplisit
dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 itu menjadi dikenakan
PPN;

c. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 juga tidak adil sebab, menurut
Pasal 4A ayat (2) UU 42/2009, barang hasil pertambangan atau hasil
pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya [Pasal 4A ayat (2) huruf a UU
42/2009], makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di
tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh
usaha jasa boga atau katering [Pasal 4A ayat (2) huruf ¢ UU 42/2009], uang, emas
batangan, dan surat berharga [Pasal 4A ayat (2) huruf d UU 42/2009] tidak
dikenakan PPN, sementara barang-barang kebutuhan pokok yang secara faktual-
sosiologis sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dikenakan PPN juga semata-mata
karena barang-barang tersebut tidak termasuk dalam sebelas jenis barang
kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak menurut Penjelasan
Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009;

d. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum sebab sekalipun terdapat kemungkinan bahwa dalam
praktik terhadap barang-barang yang tidak termasuk ke dalam 11 (sebelas) jenis
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sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009
tersebut tidak dikenakan PPN, namun apabila terhadap barang-barang itu
dikenakan PPN, hal itu juga tidak dapat dipersalahkan. Dengan demikian dapat
terjadi kemungkinan di mana di suatu tempat dan pada suatu waktu tertentu suatu
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak dibebaskan dari
pengenaan PPN, sementara di tempat lain dan di waktu yang berbeda terhadap
barang yang sama dikenakan PPN.

8. Bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, khususnya pertimbangan pada angka 7,
Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun tidak tepat dikatakan diskriminatif,
sebagaimana didalilkan para Pemohon, Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU
42/2009 bertentangan dengan UUD 1945 karena menghambat pemenuhan hak atas
kebutuhan dasar warga negara, menghambat pemenuhan hak warga negara untuk
hidup sejahtera lahir batin, dan tidak memberikan kepastian hukum, sebagaimana
masing-masing dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 sepanjang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh
rakyat banyak sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU
42 /2009 tidak dimaknai sebagai sekadar contoh, bukan rincian yang limitatif.

9. Bahwa Mahkamah dapat memahami kesulitan yang dihadapi pembentuk Undang-
Undang dalam merinci semua jenis barang kebutuhan pokok yangsangat dibutuhkan
oleh rakyat banyak itu jika rincian yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2)
huruf b UU 42/2009 hanya dimaksudkan sebagai contoh. Jika demikian halnya,
sesungguhnya pembentuk Undang-Undang memiliki pilihan yang dapat dibenarkan
dari perspektif ilmu perundang- undangan yaitu dengan mengatur lebih lanjut rincian
mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat
banyak itu dalam Peraturan Pemerintah dan hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD
1945. Namun, dengan rumusan yang menggunakan kata “meliputi” dalam Penjelasan
Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 maka tidak ada pengertian lain yang
dimunculkan oleh rumusan demikian kecuali pengertian membatasi. Karena itu
ketentuan dimaksud menjadi bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana
dipertimbangkan pada angka 8 di atas.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf[3.11] di

atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan untuk sebagian

sehingga Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 harus dinyatakan
inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu sepanjang rincian jenis

“Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” sebagaimana

diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf bUU 42/2009 tersebut tidak dimaknai

tidak terbatas pada 11 (sebelas) jenis yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2)

huruf b UU 42/2009.
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